PEMERINTAH PROVINS] JAWA TENGAH

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH

REPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 034 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP
PROVINSI JAWA TENGAH DAN STANDAR PELAYANAN UNIT PENGELOLAAN

Menimbang

Mengingat

PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

PROVINS] JAWA TENGAH,

bahwa dalam rangka mewujudkan penvelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas penvelenggarsan
pemerintahan vang baik serta guna mewujudkan kepastian
hak dan kewajiban berbagai pihak vang terkait dengan
penyelenggaraan  pelavanan, setiap penvelenggara
pelayanan publik perlu menetapkan standar pelavanan;

bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran
kinerja  dan  kualitas  penvelenggaraan  pelayanan
scbagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu
menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tentang Standar Pelavanan Sistem
Administrasi Manunggal Satu Atap Provinsi Jawa Tengah
Dan Standar Pelayanan Unit Pengelolaan Pendapatan
Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92};

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038;

Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimaria telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5357);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

_UI

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayvanan;

6. Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pengelola
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah,

7. Peraturan CGubemur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tekmis
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 02 Tahun 2021 tentang
Penetapan Standar Pelavanan Publik Badan Pengelola
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Menetapkan Standar Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal
Satu Atap Provinst Jawa Tengah Dan Standar Pelavanan Unit
Pengelolaan  Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Repala
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini.

A. Standar Pelayanan Standar Pelayanan Sistem Administrasi
Manunggal Satu Atap Provinsi Jawa Tengah meliputi ruang
lingkup pelayanan:

1. Pelayanan pengesahan STNK dan pembavaran pajak 1
tahunan;

2. Pelayanan perpanjangan STNK dan pembayaran pajak 5
tahunan;

3. Pelayanan pendaftaran kendaraan baru dan pembayaran
pajak;

4. Pelayanan mutasi keluar (dalam dan luar Provinsi),

5. Pelayanan mutasi masuk;

6. Pelavanan pendaftaran kendaraan bermotor pindah alamat
ilas nama tetap,

7. Pelayanan pembatalan mutasi keluar,

8. Pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor ubah warna,

9. Pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor ubah mesin;
10. Pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor ganti nomor

polisi;

11. Pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor STNK rusak
atau hilang;

12, Pelavanan pendafitaran kendaraan bermotor alih fungsi dan
ubah bentuk;

13, Pelavanan pendaftaran kendaraan bermotor Balik Nama
Kedua (BBNKB [1};



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

14. Pelayanan penghapusan registrasi kendaraan bermotor dan
obyek pajak kendaraan bermotor;

15, Pelayanan penghapusan registrasi kendaraan bermotor dan
obiek pajak kendaraan bermotor atas kendaraan lelang
hasil sitaan negara/pengadilan;

16. Pelayanan pemblokiran kendaraan bermotor;

17. Pelayanan buka pemblokiran kendaraan bermotor;

18, Pelayanan pajak kendarsan bermotor tahunan melalui
online (New SAKPOLE};

19. Pembenan pengurangan pokok pajak, keringanan sanksi
administratif dan pembebasan pajak kendaraan bermotor
dan atau bea balik nama kendaraan bermotor;

B. Standar Pelayanan Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Tengah meliputi ruang lingkup pelavanan,
meliputi:

1. Pembavaran Pajak Air Permukaan;
2, Pembayaran Retribusi Kekayaan Daerah;

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA
tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelola
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini.

Standar Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak
berlaku dan vang berlaku Diktum KEDUA dilaksanakan oleh
penyelenggare /pelaksana dan sebagal acuan dalam penilaan
kinerja pelavanan oleh pimpinan penvelenggara, aparat
pengawasan, dan masvarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik.

Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi
Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 28 Jul 2013

Plt. KEPALA BADAN PENGELDIA PENDAPATAN DAERAH

SALINAN : Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa
Tengah ini disampaikan kepada Yth. :

L o o

Gubernur Jawa Tengah;

Wakil Gubernur Jawa Tengah:;

Sekretaris Daerah Proving: Jawa Tengah;

Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah
Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;

Inspektur Provinsi Jawa Tengah;




Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelola
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor ¢ 044 Torun 1013
Tanggal : 2.8 jow 2012

A. STANDAR PELAYANAN SAMSAT PROVINSI JAWA TENGAH

1. STANDAR PELAYANAN PENGESAHAN STNK DAN PEMBAYARAN PAJAK 1 TAHUNAN

| NO KOMPONEN URAIAN

L. PERSYARATAN 1. Identitas Din:

a. Perorangan; Identitas dirl yang sah (KTP atau KITAS
sesudl STNK)

b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh
pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan
fotokopl Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas

¢. Instansl pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD),
Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional
melampirkan Surat Tugas ditanda tanganl oleh pimpinan
dan dibubuhl cap Instans yang bersangkutan, dan fotokopl
Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas.

STNK

SKKP terakhir

Buktl pelunasan DPWKP (khusus Angkutan Umum Plat Kuning)

2. | SISTEM Waiib Pajak Melakukan Pendaftaran '

MEKANISME DAN | 2. Pemeriksaan dan Penelitian STNK dan pama pemilik yang

PROSEDUR tercantum dalam KTP

Cek data dan Entry ke system

Penetapan PKB & SWDKLLA)

Percetakan SKKP (Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran)

Memwverifikasi SKKP

Pembayaran PKB & SWDKLLAJ

| 8. Pengesahan STNK
| 9. Penyerahan SKKP & STNK
3. | JANGKA WAKTU | Jangka waktu mulai dari verifikasi persyaratan dokumen sampal

N P B N

@ oW




4,

PENYELESAIAN

dengan penyerahan STNK dan SKKP maksimal 8 menit.

BIAYA/TARIF

Sesual Peraturan Gubernur Jawa Tengah vang berlaku terkalt

Bermotor

dengan NJKB, Jenis, Tipe, dan Tahun Pembuatan Kendaraan

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan
pertarma:
1)1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor
pribad| dan badan
2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum
3)0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan
pemerintah daerah, ambulans/fenazah sosial keagamaan,
pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial
dan keagamaan
b. Tarif PKB Progresif
1) 2% untuk kepemilikan kedua
2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga
3) 3% untuk kepemilikan keempat
4) 3,5%untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
5) Ketentuan Progresif :

a)

b)

c)

d)

€)

Kepemilikan Pribadl (TNKB Hitam/Putih)

Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2 (dua)
200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2
(dua) dengan Isi silinder 195 & sampal dengan 199
cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasl 200
cc dan Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi
kendaraan penumpang pribadl jenis Sedan, leep,
Minlbus, dan Mikrobus

Pengenaan PKB Progresif atas kepemiiikan kendaraan
bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang
sama dalam satu keluarga vang dibuktikan dalam
satu Kartu Keluarga (KK)

Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal
penyerahan

Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda
4 (empat) dilakukan secara terpisah

¢ Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkallan darl 2(dua)




unsur pokok:
1) NJKB
2)Bobot vyang mencerminkan secara relatif tingkat
kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat
' pengaunaan kendaraan bermotor.

2. Besar Sumbangan Wajlb Dana Kecelakaan Laju Lintas
Angkutan Jalan:
Galongan Keterangan Tarif (Rp)
Golongan A Sepeda motor S0cc | 0
kebawah, maobil
ambulance, maobil
jenazah, dan mobil

pemadam
kabakaran
Golongan B Mobil derek  dan | 20.000
sejenisnya _
Golongan C1 Sepeda mator, | 32.000
sepeda kumbang
dan scooter diatas
50cc s.d 250cc dan
kendaraan bermotor
roda tiga .
Golongan (2 Sepeda motor dan | B0.000
scooler diatas

250cc |
Golangan DP Pick Up/mobll | 140,000
barang s.d 2.400cc,

sedan, jeep dan |

mobil  penumpang

bukan  angkutan

WImum

Golongan DU Mobil  penumpang 70,000
angkutan umum s.d |

1.600cc

Golongan EP Bus dan Microbus 150.000
bukan  angkutan
L

Golongan EU Bus dan Microbus | 87.000
bhukan  angkutan
umum, serta mobil
penumpang
angkutan umum
lainnya diatas
1,600cc

| Golongan F Truck, mobil tangki, | 160.000




6.

PRODUK LAYANAN | 1.Surat Ketetapan Kewajiban Pembavaran PKB/BEN-KE,

2

| mohil  gandengan,
mabil barang diatas

2.400cc, truck
container dan
sejenisya

Setisp Jenis kendaraan dikenakan biaya penggantian
_penmu_iltan kartu dana [ sertifikat sel:vesar Rp3.000,-

SWDKLLAJ dan PNBP
Pengesahan pada STNK

- PENANGANAN

PENGADUAN,
SARAN DAN
MASUKAN

B #
2.
|2
4.

DASAR HUKUM

E
|

2.
|

3.

Pengaduan melalui kotak saran;

Pengaduan melfalui Laporgub dan SP4N;

Pengaduan melalul media social (Instagram,/Twitfer/ Facebook)
Pengaduan melalui caficenfer dan whalsapp, Pesan Singkat
(SMS) pada masing-masing unit kerja.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana
Pertanggungarn Wajib Kecelakaan Penumpang;

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

Peraturan Pemerintah Republlk Indonesia Nomor 55 Tahun
201& tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan
Pajak Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun
2020 tentang Jenls dan Tarll Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepollsian Negara Republik
Indonesia,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomaor 5 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal
Satu Atap Kendaraan Bermotor;

Instruks| Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan,
Menteri Dalam Negeri dan Menterl Keuangan Nomor
Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor
6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi
Manunggal dibawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda
Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan




i Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan |
Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu
Lintas Jalan;

8. Peraturan Menteri Keuangan MNomor 15/PMK.010/2017
Tentang Besar Santunan DBan luran Wajib Dana
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan
Penumpang Urmum Di Darat, Sungal/Danau,
Ferl/Penyeberangan, Laut Dan Udara;

9, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017
Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajlb Dana
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

| 10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi
dan Identifikasi Kendaraan Barmotor;

11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah Jawa Tengah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 2 Tahun 2011 teptang Pajak Daerah Provinsl Jawa

Tengah;

12.Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah,

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa

Tengah dan Kepala Pt. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa
Tengah

Nomor: PB/1/X1/2021

Nomor: 973/16.610

Nomor: P/31/5P/2021

tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu Lintas
Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendapatan
Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan
Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor
01 Tahun 2012, Nomor 041.7/0077, Dan Nomor P/1/SP/2012
tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat
Jawa Tengah,

SARANA,
PRASARANA
DAN/ATAU
FASILITAS

' SAMSAT INDUK/SAMSAT PEMBANTU
1. Tempat parkir
2. Ruang twnggu

' 3. Ruang Aduan




Ruang Laktasi

Pojok Baca

Smooking Area

Musholla

Genset

. Area bermain anak

10. Tollet (Pria, Wanita dan Difabla)
11. Tempat Sampah

12.Alr Minum

13.Wifl

14.Tempat charger HP

| 15.Kursi Roda

16.Jalan khusus difable

17.Media informasi layanan pajak
18.Loket pembayaran

19.Komputer

20. Printer

21.Cash Reglster

22.AC

23.TV

24. Kursi wajlb pajak

25, Mesin antrian

26.CCTvV

27.P3K

28.APAR

SAMSAT KHUSUS (Samsat Paten, Samsat Cepat, Samsat Geral,
Samkel, Samsat Siaga, MPF, Drive Thru, Samdes, Samsat Expo,
Samsat Malam, Car Free Day, Samsat Budiman dlil}) :
1. Tempat tunagu

2. Tempat Sampah

3. Media informasi layanan pajak

Lo E - L LB S

4. Komputer
S. Printer
6. Kamera Web (Samsat Budiman)
9.  KOMPETENS] 1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah
PELAKSANA 2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat

3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB, SWDKLLA), dsb.)




| 4. Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
5. Pengetahuan pelayanan publik
6. Pengetahuan dasar-dasar administras

10. | PENGAWASAN Pelaksanaan harian dilakukan oleh Kepala UPPD, Koordinator
INTERNAL SAMSAT, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor, Kepala
Perwakilan dan Kasubag SW Dan Humas dengan cara mengawas
jalannya pelayanan, B |
11. | JUMLAH "3 (tiga) pelaksana (BAPENDA, Kepolisian dan Jasa Raharja) |
PELAKSANA _
12, | JAMINAN 1.Wajib Pajak yang memenuhl persvaratan pendaftaran
PELAYANAN . mendapat pelayanan pembayaran pajak kendaraan
2. Wajib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran
3. Wajib Pajak menerima Informasi Pelayanan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Informasi penyampaian keluhan
13, | JAMINAN SAMSAT INDUK/SAMSAT PEMBANTU
KEAMANAN DAN 1. Petugas Keamanan
KESELAMATAN 2. Petugas parkir
3. CCTv
14. | EVALUASI Evaluasi dilakukan dalam bentuk:
KINERJA 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
PELAKSANA | 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM

3. Pelaksanaan Forum Komumikasi Publik (FKP)




2. STANDAR PELAYANAN PERPANJANGAN STNK DAN PEMBAYARAN
PAJAK 5 TAHUNAN (SAMSAT INDUK DAN SAMSAT PEMBANTU)

.I_,ND_.
1.

URAIAN

PERSYARATAN

Dokumen persyaratan :
1. Identitas diri:

A L R

b.

Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP atau KITAS
sesual STNK)

Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh
pimpinan  dan  dibubuhl cap Badan vyang
bersangkutan, dan fotokopl Kartu Tanda Penduduk
bagl yang diberikan tugas

instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD),
Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan
Internasional melampirkan Surat Tugas ditanda
tangani oleh pimpinan dan dibubuhl cap instansi yang
bersangkutan, dan fotokopl Kartu Tanda Penduduk
bagi yang diberikan tugas.

STNK

BPKB

Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
SPOPD yang telah di isl dan ditandatangani

Bukti pelunasan DPWKP (khusus angkutan umum plat
kuning)

Khusus Kendarzan bermotor angkutan umum (plat
kuning), melampirkan surat keterangan/ rekomendasi
dar :

a. Menteri yang bertangaung jawab dibidang sarana
dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk
kawasan perkotaan yang melampaul batas wilayah
Provinsi;

b. Gubernur untuk kawasan perkotaan yang
melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam
satu Provinsi; atau

c. Bupatifwalikota untuk kawasan perkotaan yang
berada dalam wilayah kabupaten/kota.

d. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan/atau
Balai Pengelola Transportasl Darat Direkiorat




Jenderal  Perhubungan Darat  Kementerian
Perhubungan RI.

e, Sertifikasi standar yang terverifikasi/ijin usaha 0S5
vang berlaku efektif/ijin usaha angkutan lama
yana masih berlaku

Wajlb Pajak Melakukan Pendaftararn.

3. Pemeriksaan dan Penelitian STNK dan nama pemilik yang
tercantum dalam KTP

4. Cek data dan Entry ke systam

5. Penetapan PKB & SWDKLLAJ

6. Percetakan SKKP{Surat Ketetapan Kewajiban

8. Pembayaran PKB & SWDKLLAJ

11.Penyerahan STNK, SKKP, dan TNKB

Jangka waktu mulai verifikasi persyaratan dokumen sampal
dengan penyerahan SKKP dan STNK maksimal 45 ment.

| SISTEM 1. Cek Fisik Kendaraan
MEKANISME DAN | 2.
PROSEDUR
Pembayaran)
7. Memverlfikasi SKKP
9. Pencetakan STNK
10.Pencetakan TNKB
JANGKA WAKTU
PENYELESAIAN
BIAYA/TARIF

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tenqah *yang berlaku
terkait dengan NJKB, Jenis, Tipe, dan Tahun Pembuatan
Kendaraan Bermotor
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk
kepemilikan pertama:
1)1,5% untuk kepemllikan pertama kendaraan
bermotor pribadi dan badan
2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum
3) 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat
dan pemerintah daerah, ambulansf/jenazah sosial
keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan,
lembaga sosial dan keagamaan
b. Tarif PKB Progresif
1) 2% untuk kepemilikan kedua
2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga
3) 3% untuk kepemilikan keempat




4) 3,5%untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

5) Ketentuan Progresif :

a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih)

b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2
(dua) 200 cc keatas, termasuk Kkendaraan
bermotor roda 2 (dua) dengan Isl silinder 195 cc
sampal dengan 199 ¢c  secara  teknis
dikategorikan dalam kiasifikasi 200 cc dan
Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputl
kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan,
leep, Minibus, dan Mikrobus

¢) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan
kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan
alamat yang sama dalam satu keluarga yang
dibuktikan dalam satu Kartu Kaluarga (KK)

d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan
tanggal penyerahan

€) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan
roda 4 (empat) dilakukan secara terpisah

c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasll perkalian dar
2(dua) unsur pokok:

1) NIKB dan;

2) Bobot vang mencerminkan secara refalif tingkat
kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan
akibat pengaunaan kendaraan bermotor.

2. Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas
Angkutan Jalan:

‘Golongan | keterangan - | Tarif (Rp)

Golongan A Sepeda motor | 0

S0cc kebawah,

mabll ambulance,
fruahil jenazah,

dan mobil
pemadam
kebakaran
Golongan B Mohil derek dan | 20.000 i
seErisnya

Golongan C1 Sepeda motor, | 32.000




sepeda  kumbang
dan scooter diatas
S0cc sd  250cc
dan  kendaraan
- bermotor roda tiga
Golpngan (2 Sepeda motor dan | 80.000
scooter diatas
250cc

Golongan DP Pick Up/mabil | 140,000
barang s.d
2.400cc,  sedan,
jeep dan  maobil
penumpang bukan
angkutan umum
Golongan DU Mobil penumpang | 70.000
angkutan  umum
N s.d 1.600cc
Golongan EP Bus dan Microbus | 150.000
bukan  angkutan
Golongan EU Bus dan Microbus | 87.000
bukan  angkutan
umum, serta mobil
penumpang
angkutan  umum
lainnya diatas

1.600cc
Golongan F Truck, mobil | 160.000
tanaki, mabil

gandengan, mobil
barang diatas

2.400cc, truck
contginer dan
sgjenisiva

Setiap jenis kendaraan dikenakan biaya penggantian
pembuatan kartu dana / sertifkat sebesar Rp3.000;-
5. PRODUK 1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KE,
LAYANAN SWDKLLA] dan PNBP

2. Surat tanda Nomaor Kendaraan Bermotor (STNK)

3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

A ——

6. | PENANGANAN 1. Pengaduan melalul kotak saran;

PENGADUAN, 2, Pengaduan melalul Laporgub dan SP4N;

SARAN DAN 3. Pengaduan melalui media social (InstagramyTwitter;
MASUKAN Facebook)




7.

"DASAR HUKUM

. Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, Pesan
Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.
. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana

Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;

. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana

Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia MNomor 55

Tahun: 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76

Tahun 2020 tentang Jenis dan Tanf Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi
Manungoal Satu Atap Kendaraan Bermotor;

. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan,

Merterl Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor
Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor
6/IMK.D14/1999 tentang Pelaksanaan Sistem
Administrasl Manunggal dibawah Satu Atap Dalam
Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba
Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor, Bea Ballk Nama Kendaraan Bermotor Serta
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017

Tentang Besar Santunan Dan luran Wajib Dana
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat
Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungal/Danau,
Feri/Penyeberangan, Laut Dan Udara;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017

Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana
Kecelakaan Lald Lintas Jalan;

10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang |




Registrasi dan Identifikasi Kendaraan -Bermntnr;

11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun

2011 tentana Pajak Daerah Jawa Tengah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah Provinsi Jawa Tengah;

12.Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa

Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pt. Jasa Rahara
Cabang Utama Jawa Tengab

Nomor: PB/1/X1/2021

Momor: 973/16.610

Nomor: P/31/5P/2021

tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu
Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas
Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa
Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Utama
Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomor 041.7/0077,
Dan Nomor P/1/SP/2012 tentang Standar Operasional
Prosedur Pelayanan Samsat Jawa Tengah

| SARANA,
PRASARANA
DAN/ATAU
FASILITAS

N

6.
7.
8.
9,

Tempat parkir
Ruang tunggu

. Ruang Aduan

Ruang Laktasi
Pojok Baca
Smooking Area
Musholla

Genset

Area bermain anak

10.Tollet (Pria, Wanita dan Difable)
11.Tempat Sampah

12. Air Minum

13.Wifi

14. Tempat charger HP

15.Kursi Roda

16.Jalan khusus difable




17.Media informasi layanan pajak
18.Loket pembayaran
19, Komputer

| 20.Printer

| 21,Cash Register

22.AC

23.TV

24, Kursi wajib pajak

25, Mesin antrian

26.CCTV
27.P3K
28.APAR
9, | KOMPETENSI 1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah
PELAKSANA 2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat
3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB, SWDKLLAJ,
dsh,)
4. Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
5. Pengetahuan pelayanan publik
. 6. Pengetahuan dasar-dasar administrasi
10.  PENGAWASAN ‘Pelaksanaan harian dilakukan oleh Kepala UPPD, Kﬂnrdlnatﬂr
INTERNAL SAMSAT, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor, Kepala
Perwakilan dan Kasubag SW Dan Humas dengan cara
mengawasi falannya pelayanan,
11, JUMLAH 6 (enam) pelaksana (BAPENDA, Kepolisian dan Jasa
| PELAKSANA Raharja)
12. | JAMINAN 1. Wajlb Pajak yang memenuhi persyaratan pendaftaran
PELAYANAN mendapat pelayanan pembayaran pajak kendaraan
2. Wajib Pajak mendapatkan tanda terima permnbayaran
3. Wajib Pajak menerima Informasi Pelayanan Pajak
Kendaraan Bermotor dan informasi penyampaian keluhan
13. | JAMINAN 1. Petugas Keamanan
KEAMANAN DAN | 2. Petugas parklr
KESELAMATAN 3. CCTV
14. | EVALUASI Evaluasl dilakukan dalam bentuk:
KINERJA 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
PELAKSANA 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM




[Ei Pelaksanaan Farum Komunikasi Publik (FKP)




3. STANDAR PELAYANAN KENDARAAN BARU DAN PEMBAYARAN PAJAK

N{',

0¥

OMPONEN

PERSYARATAN

URALAN

1. Identitas diri:
a. Perorangan: ldentitas dirl yang sah (KTP atau KITAS)
b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatanganl oleh
pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang
bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk
bagl yang diberikan tugas
c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD),
Perwakilan Negare Asing (PNA) dan Badan
Internasional melampirkan Surat Tugas ditanda
tangan| oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang
bersangkutan, dan fotokopl Kartu Tanda Penduduk
bagl yang diberikan tugas.
2. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani
3. Faktur pembelian kendaraan bermotor
4, Buktl hasll pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
5. Bukti pelunasan BPKB
6. Surat Dokumen dan Pabean (Kendaraan Bermotor CBU):
a. PIB (Pemberitahuan Impor Barang
b. SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak)
c. SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang)
d. VIN (Vehicle Identification Number )
e, TPT Import (Tanda Pendaftaran Tipe)
7. NIK (Nomor 1dentifikasi Kendaraan Bermotor)

8. Khusus Kendaraan bermotor beban yang mengalami
perubahan bentuk, melampirkan surat keterangan/
rekomendasi darl bengkel/ karoserl yang memiliki ifin
dari Instansi berwenang.

9. Khusus Kendarzan bermotor angkutan umum (plat
kuning), melampirkan surat keterangan/ rekomendas
dar :

d. Menten yang bertanggung jawab dibidang sarana
dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
untuk kawasan perkotaan yang melampaul batas

wilayah Provinsi;




b. Gubernur untuk kawasan perkotaan vyang
melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam
satu Provinsl; atau

c. Bupati/walikota untuk kawasan perkotaan yang
berada dalam wilayah kabupaten/kota.

d. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan/atau
Balai Pengelola Transportasl Darat Direktorat
Jenderal  Perhubungan Darat  Kementerian
Perhubungan RILL

e. Sertifikasi standar yang terverifikasi/ijin usaha
0SS yang berlaku efektif/ijin usaha angkutan lama
yana masih berlaku

10.Kendaraan bermotor milik Pernerintah dilengkapl surat
keterangan tentang Sumber Dana Pembelian dan biaya
pemeliharaan yang tercantum dalam APBN/APBD
dengan tercantumnya Nomor Kode Rekening.

11.Kendaraan bermotor milik TNI/POLRI dilengkapi surat |
keterangan yang beris| daftar kolektif kendaraan
bermotor dari Panglima TNI, KASAD, KASAL, KASAU,
KAPOLRI, dilengkapi fotocopy dilegallsir oleh kesatuan
yang mendaftarkan kendaraan bermotor tersebut, |

12, Surat keputusan penghapusan kendaraan bermotor dan
daftar penghapusan kendarsan bermotor dari dinas
TNI/POLRI

13.Untuk kendaraan hasil lelang dilengkapi dengan Surat
penelapan pemenang den kutipan rsalah lelang
kendaraan bermator

14.Berita acara penyerahan kendaraan bermaotor yang
dilelang

15. Bukti pembayaran harga lalang

2.

"SISTEM
MEKANISME DAN
PROSEDUR

1. Melakukan pendaftaran kendarsan baru / dump
TNI/Polri dengan menyerahkan berkas persyaratan.

2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen
regident Kendaraan Bermotor yang diajukan.

3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas
pendaftaran yang telah diverifikasl.




|

4. Menetapkan urutan kepemillkan kendaraan bermotor |
yang berpotensi dikenakan pajak progresif.

5. Menetapkan besaran BBNKB 1, PKB, PNBP dan

SWDKLLAT yang harus dibayarkan dan mencetak SKKP.

Memverifikasl SKKP,

Menerima pembayaran SKKP dan PNBP.

Mencetak STNK.

9. Mencetak TNKB.

10.Menyerahkan STNK, SKKP, TNKB,

11. Mengarsipkan SKKP,

@ N,

JANGKA WAKTU

PENYELESAIAN

Jangka waktu mulal proses verifikasi persyaratan dokumen
sampal dengan penyerahan SKKP maksimal 60 meni.

' BIAYA/TARIF

| 1. Jenls dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak. [PNBP]
yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indenesia
sesual dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia
Nemor 76 Tahun 2020:
a. Penerbitan STNK :

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-

- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-
b, Penerbitan TNKB :

-Roda 4 atau lehih Rp 100.000,-
-Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKE I)
a. Tarif BBNKB penyerahan Pertama :

1) 12,5% untuk penyerahan pertama kendaraan
bermotor orang pribadi, badan, angkutan umum
dan Instansi pemerintah

2) 12,5% untuk penyerahan kendaraan bermaotor
lelang dump TNI/POLRI

b. Dasar pengensan BBNKB adalah NJKB
c. Besaran BBNKB adalah perkalian antara tanf dengan
dasar pengenaan BENKB
3. Pajak Kendaraan Berrmotor (PKE)
a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk
kepemilikan pertama:
, 1) 1,5% untuk kepemillkan peitama kendardan
bermotor pribadi dan badan




2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum

3)0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat
dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial
keagamaan, pemadam kebakaran sosial
keagamaan, lembaga soslal dan keagamaan

b. Tarif PKB Progresif

1) 2% untuk kepemilikan kedua

2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga

3) 3% untuk kepemillkan keempat

4) 3,5%untuk kepemillkan kelima dan seterusnya

5) Ketentuan Progresif :

a) Kepemilikan Pribadl (TNKB Hitam/Putih)

b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2
(dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan
bermotor roda 2 (dua) dengan (sl silinder 195 cc |
sampal dengan 199 << secara teknis
dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan
Kendaraan bermotor roda 4 (empat) mellputi
kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan,
Jeep, Minibus, dan Mikrobus

¢} Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan
kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan
alamat yang sama dalam satu keluarga yang
dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)

d)} Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan
tangagal penyerahan

e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan
roda 4 (empat) dilakukan secara terpisah

c. Dasar Pengenaan PKB adaiah hasil perkalian darl
2(dua) unsur pokok;

1) NJKB dan;

2) Babat yanag mencerminkan secara relatif tingkat
kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkunagan
akibat penggunaan kendaraan bermatar.

4. Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas
Angkutar Jalan:
| Golongan | Keterangan | Tarif (Rp) I




- Golongan A

Sepetla mator
50cc kebawah,
mehil ambulance,
mobil  jenazah,
dan mobil
pemadam

kebakaran

Golongan B

sejenisnya

Mobil derek dan

20,000

Golongan C1

1 Sepeda mokor,
sepada  kumbsang
dan scooter diatas
S0cc sd  250cc
dan kandaraan
bermotor roda tiga

32.000

Golongan C2

scooter dialas
250cc

80.000

Golangan DP

Pick Up/mobil
barang s.d
2.400cc, sedan,
jeep dan  mobil

penumpang bukan
angkutan umuim

140.000

Golongan DU

‘Golongan EP

Mobil penumpang
angkutan  umum
5.4 1.600cc

70.000

Bus dan Microbus
bukan  angkutan
umum

150.000

Golongan EU

Bus dan Microbus
bukan  angkutan
umum, serta mobil
penumpang

angkutan  umum
lainnya diatas
| 1.600ec
Truck,
Enaki, mobil
gandengan, mobil
barang diatas
2.400cc, trick
ontainer dan

mobil |

1

B7.000

Setlap jenls kendaraan dikenakan biaya penggantian

pembuatan kartu dana / sertifikat sebesar Rp3.000,-




8.

. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana
. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia MNomor 55

. Peraturan Pemerintah Republlk Indonesia Nomor 76

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

. Instruksl Bersama Menter] Pertshanan dan Keamanan,

‘5. | PRODUK 1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB,
LAYANAN SWDKLLAJ dan PNBP
2. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKE)
6. PENANGANAN 1. Pengaduan melalui kotak saran;
| PENGADUAN, 2. Pengaduan melalul Laporgub dan SP4N;
SARAN DAN 3. Pengaduan melalul media social (InstagramyTwitter/
MASUKAN Facebook)
4. Pengaduan melalul calfcenter dan whatsapp, Pesan
~ Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja. |
7. | DASARHUKUM | 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana |

Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan;
Daerah dan Retribusi Daerah;

Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah;

Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi
Marunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor,

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor
Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor
6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem
Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap Dalam
Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba
Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor, Bea Ballk Nama Kendaraan Bermotor Serta
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017




Tentang Besar Santunan Dan luran Wajlb Dana
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat
Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau,
Feri/Penyeberangan, Laut Dan Udara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomaor 16/PMK.010/2017
Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajlb Dana
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Registrasi dan Identifikasl Kendaraan Bermotor;

11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun

2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daeratl Provinsi
Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah Provinsl Jawa Tengah;

12.Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa

Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pt. Jasa Raharja
Cabang Utama Jawa Tengah

Nomor: PB/I/X1/2021

Nomor: 973/16.610

Nomor: P/31/5P/2021

tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur [alu
Lintas Kepolisian Dagrah Jawa Tengah, Kepala Dinas
Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa
Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Utama
Jawa Tengah Nomor 0! Tahun 2012, Nomaor
041.7/0077, Dan Nomor P/1/5P/2012 tentang Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Samsat Jawa Tengah

SARANA,
PRASARANA
DAN/ATAU
FASILITAS

QN e

Tempat parkir
Ruang tunggu
Ruang Aduan
Ruang Laktasi
Pojok Baca
Smoaking Area
Musholla
Genset




—

‘9. Area bermain anak
10. Tollet (Pria, Wanita dan Difable)
11. Tempat Sampah
12. Air Minum
13. Wifi
14. Tempat charger HP
15.Kursl Roda
16. Jalan khusus difable
17.Media informasi layanan pajak
1B.Loket pembayaran
19. Kamputer
20. Printer
21.Cash Register
22.AC
23.7V
24, Kursl wajib pajak
25.Mesin antrian
26.CCTV
27.P3K
28. APK

KOMPETENSI
PELAKSANA

10.

12.

11, | JUMLAH

PENGAWASAN

INTERNAL

1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah

2. Pengetzhuan tentang SOP Pelayanan Samsat

3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB, SWDKLLA],
dsb.)

4. Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

5. Pengetahuan pelayanan publik

6. Pengetahuan dasar-dasar administrasi

Pelaksanaan harian dilakukan oleh Kepala UPPD,

Koordinator SAMSAT, Kepala Seksi Pajak Kendaraan
Bermotor, Kepala Perwakilan dan Kasubag SW Dan Humas
dengan cara mengawasl Jalannya pelayanan.

PELAKSANA

6 (enam) pelaksana (BAPENDA, Kepolisian dan Jasa
Raharja)

JAMINAN
PELAYANAN

1. Wafib Pajak yang memenuhi persyaratan pendaftaran
mendapat pelayanan pembayaran pajak kendaraan

2. Wajib Paiak mendapatkan tanda terima pembayaran

3. Wajib Pajak menerima Informasl Pelayanan Pajak




13.

14.

JAMINAN
KEAMANAN

DAN

KESELAMATAN

Kendaraan Bermotor dan informasi  penvampalan
keluhan

1. Petugas Keamanan

2. Petugas parkir

3. CCTv

| EVALUASI
KINERJA
PELAKSANA

Evaluas| dilakukan dalam bentuk:
1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM

| 3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)




4. STANDAR PELAYANAN MUTASI KELUAR (DALAM DAN LUAR
PROVINSI)

NO |

KOMPONEN

!b

PERSYARATAN

URAIAN

Dokumen persyaratan:

1. Identitas dirl
a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, KITAS

sesual nama/alamat baru)

b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani
oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang
bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk bagl yang diberikan tugas

c. Instansl pemenntah (termasuk BUMN  dan
BUMD), Perwakllan Negara Asing (PNA) dan
Badan Intermasional melampirkan Surat Tugas
ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap
instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu
Tanda Penduduk bagl yang diberikan tugas.

2. Buktl hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor

3. STNK

4. BPKB

5. Dokumen arsip kendaraan bermotor.

6. SPOPD yang telah di isi dan ditandatangani.

Persyaratan tambahan:

1. Kultansi jual bell bermateral cukup;

2, Ballk nama eks lelang kendaraan dinas millk negara
Surat keputusan penjualan dan penghapusan
inventaris dari pejabat yang berwenang:

a. Risalah lelang

b. Bukti pembayaran lelang yang disahkan oleh
panitia lelang/pejabat yang berwenang.

¢. Formulir permohonan STNK

d. Penetapan nama pemenanyg lelang

3. Hibah, surat  keterangan  hibah,  akte
notaris/keputusan pengadilan negeri;

4. Eks angkutan umum kuitansi pembelian bermaterai
cukup;




5. Surat pelepasan hak yang bermateral cukup dan
stempel perusahaan;

6. Buktl pelunasan DPWKP (khusus angkutan umum
plat kuning).

T
MEKANISME DAN
PROSEDUR

JANGKA WAKTU
PENYELESAIAN

1. Melakukan pendaftaran pembayaran pajak mutasi
keluar (dalam dan keluar provinsi);

2. Memverifikasl persyaratan pembayaran pajak mutasi
keluar;

3. Menetapkan besaran PKB dan SWDKLLAJ yang harus
dibayarkan dan mencetak SKKP;

4. Memverifikasi SKKP;

5. Menerima pembayaran SKKP dan PNBP mutasi
keluar;

6. Menerbitkan surat keterangan fiskal antar daerah;

7. Pemillk kendaraan bermotor menerima surat
keterangan fiskal antar daerah;

B. Mengarsipkan SKKP dan arsip surat keterangan fiskal
antar daerah. .
Jangka waktu mulai proses verifikasi pemramtaE |
dokumen sampai dengan penyerahan SKKP
maksimal 50 menit.

BIAYA/TARIF

1. Jenis dan tarf Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) vyang berlaku pada Kepolisian WNegara
Republik  Indonesia sesual dengan peraturan
pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun
2020:

Tarif Penerbitan Surat Mutasi Keluar daerah :
- Roda 4 atau lebih Rp 250.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 150.000,-
2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
a. Tarlf Pajak Kendarsan Bermotor (PKB) untuk
kepemilikan pertama:
1)1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan
bermotor pribadi dan badan
2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum
3)0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah, |




ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam |
kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial
dan ksagamaan

b. Tarif PKB Pragresif

1) 29 untuk kepemilikan kedua

2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga

3) 3% untuk kepemilikan keempat

4) 3,5%untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

5) Ketentuan Progresif :

a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih)

b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermator roda
2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan
bermotor roda 2 (dua) dengan isl silinder
195 cc sampal dengan 199 cc secara teknis
dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan
Kendaraan bermotor roda 4 (empat)
meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis
Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus

¢) Pengenaan PKB Progresif atas kepsmillikan
kendaraan bermotor didasarkan pada nama
dan alamat yang sama dalam satu keluarga
yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga
(KK)

d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan
tanggal penyerahan

e} Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua)
dan roda 4 (empat) dilakukan secara
terpisah

c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari
2(dua) unsur pokok:

1) NJK8 dan;

2) Bobat yang mencerminkan secara relatif tingkat
kerusakan  jalan dan/atau  pencemaran
lingkungan akibat penggunaan kendaraan
bermator.

3. Besar Sumbangan Wajib Danz Keczlakaan Lalu
Lintas Angkutan Jalan:




Golongan

Keterangan

Torit (Rp) ||

Golongan A

 Golongan B

‘Mobil derek dan

Sepeda motor
Shce  kebawab,
mobil ambulance,
mobll  jenazah,
dan maobil
pemadam

kebakaran

0

sejenisnya

Golongan C1

Sepeda  motor,
sepeda kumbang
diatas S50cc s.d
250cc dan

kendaraan
bermotor roda

Galongan C2

Sepeda  motor
dan scooter
diatas 250cc

Golongan DP

ey

Pick  Up/mabil
barang s.d
2.400cc, sedan,
jeep dan mobil
penumpang
bukan angkutan
umum

Mobil
penumpang
angkutan  umum
s.d 1.600cc

[ 32.000

140,000

20.000

el ———

£0.000

70.000

Golongan EP

Bus dan Microbus
bukan angkutan
umum

150.000

‘Golongan EU

Bus dan Microbus
bukan angkutan
umum,  serta
mobil
penumpang
angkutan  umum
lainnya  diatas
1.600¢c

87.000

Golongan F

mobil
mabil

Truck,
tangki,

-gandengan,

160.000




| mobil barang
| diatas  2.400cc,
l:rudr.' containear

chn sEjenisnya

Setiap Jenis ke.rTﬁara,an dikenakan blaya penggantian
pembuatan kartu dana / sertifikat sebesar Rp3.000,-

5.

6.

Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-
KB, SWDKLLAJ dan PNBEP
Surat Mutasi Keluar

Surat Keterangan Fiskal (SKF)
STNK Sementara
Bukti pelunasan SWDKILLA)

PRODUK LAYANAN | 1.
2.
3,
4.
_____ 5,
| PENANGANAN 1.
PENGADUAN, 2.
SARAN DAN 3,

MASUKAN

4.
DASAR HUKUM |1
2,

Jalan;
3.
g,
5.
6.
7

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang

Pengaduan melalul kotak sarar;

Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;

Pengaduan melalul media social (Instagram/Twitter/
Facebook)

Pengaduan melalul callcenter dan whatsapp, Pesan
Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.

Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang
Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Pemunqutan Pajak Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76
Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada |
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor S
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem
Administrasi  Manunggal Satu Alap Kendaraan
Bermolor;

. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan

Keamanan, Menterl Dalam Negeri dan Menteri




Keuangan Nomor  Ins/03/M/X/1999, Nomor 29
Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang
Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal dibawah
Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib
Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan,;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan
Turan Wajlb Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan
Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di
Darat, Sungal/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut Dan
Udara;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan
Sumbangan Wajilb Dana Kecelakaan Lalu Lintas
Jalan;

10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Reqistrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

11.Peraturan Daerah Provinsli Jawa Tengah Nomor 2

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa

Tengah;

12.Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa

Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pt. Jasa Raharja

Cabang Utama Jawa Tengah

Nomor: PB/I/XI/2021

Nomor: 973/16.610

Nomor: P/31/SP/2021

tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu

Lintas Kepolisian Daerah lJawa Tengah, Kepala Dinas




SARANA,
PRASARANA
DAN/ATAU
FASILITAS

- KOMPETENSI
PELAKSANA

Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi
Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang
Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomor
041.7/0077, Dan Nomor P/1/SP/2012 tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat
Jawa Tengah.

. Tempat parkir
Ruang tunggu
Ruang Aduan
Ruang Laktasi
Pojok Baca
Smooking Area
Musholla
Genset
. Area bermain anak
10. Tuilet (Pria, Wanita dan Difable)

11.Tempat Sampah

12, Alr Minum

13, Wifi

14, Tempat charger HP

15.Kursi Roda

16.Jalan khusus difable

17.Media informasi layanan pajak

18. Loket pembayaran

19. Komputer

20.Printer

21.Cash Register

22.AC

23.TV

24, Kursi wajlb pajak

25, Mesin antrian

26.CCTV

27.P3K

28.APK
1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah

2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat
| 3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB,

Bow e

© @ N W




=

SWDKLLAJ, dsb.) |
Pengetahuan Penerimaan MNegara Bukan Pajak
(PNBP)

Pengetahuan pelayanan publik

_ | 6. Pengetahuan dasar-dasar administrasi

10. | PENGAWASAN Pelaksanaan harian dilakukan oleh Kepala UPPD,

INTERNAL Koordinator SAMSAT, Kepala Seksi Pajak Kendaraan
Bermotor, Kepala Perwakilan dan Kasubag SW Dan
. Humas dengan cara mengawasl jalannya pelayanan.

11. | JUMLAH 6 (enam) pelaksana (BAPENDA, Kepolisian dan Jlasa |
| PELAKSANA Raharja)

12. | JAMINAN 1, Wajlb  Pajek yang memenuhl  persyaratan
| PELAYANAN pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak |
| kendaraan

2. Wajib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran

3. Waljib Pajak menerima Informasi Pelayanan Pajak
Kendaraan Bermotor dan informasl penyampalan
keluhan

13. | JAMINAN 1. Petugas Keamanan
KEAMANAN DAN | 2. Petugas parkir
KESELAMATAN 3. CCTvV

14. | EVALUAS] Evaluasi dilakukan dalam bentuk:

KINERJA 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
PELAKSANA 2. Pelaksanaan tindzk lanjut hasil S5KM
3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)




5, STANDAR PELAYANAN MUTASI MASUK (DARI DALAM DAN LUAR

PROVINSI)

' NO | KOMPONEN

1,

' PERSYARATAN

URAIAN

‘Dokumen persyaratan:

1. Identitas diri:

a.

b.

Perorangan: Identitas dirl yang sah (KTP, KITAS
sesial nama/alamat baru)
Badan : NIB, NPWP, Surat fugas ditandatangani
oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang
bersangkutan, dan fotokopi Karth Tanda
Penduduk baagi yang diberikan tugas
Instansi pemerintah  (termasuk BUMN dan
BUMD), surat tugas ditandal dengan tanda
tangan oleh pimpinan serta di bubuhi cap instansi
yvang bersapgkutan, keterangan domisili, surat
keterangan bagi kendarsan bermotor angkutan
umum vyang telah memenuhi  persyaratan,
rekomendasl dari:

1) Menteri yang bertanggung jawab dibidang
sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan
jalan untuk Kawasan perkotaan yang
melampau batas wilayah provinsi;

2) Gubernur untuk Kawasan perkotaan yang
melampaul batas wilayah kabupaten/kota
dalam satu provinsi

3) Bupati/wallkota untuk Kawasan perkotaan
yang berada dalam wilayah kabupaten/kota.

4) Dinas perhubungan kabupaten/kota dan atau
balal pengelola transportasl darat direktorat
jengeral perhubungan Darat Kementerian
Perhubungan RL

5) Kendaraan bermotor millk Pemerintah
dilengkapi surat keterangan tentang Sumber
Dana Pembelian dan Blaya Pemeliharaan yang
tercantum  dalam  APBN/APBD  dengan
mencantumkan Nomor Kode Rekening.

6) Surat keterangan asal usul kendaraan.




2.

SISTEM
MEKANISME DAN
PROSEDUR

2.

W

Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan
bermotor;

SPOPD yang telah diisl dan ditandatangani;

Dokumen kendaraan dari SAMSAT asal;

STNK

SKKP terakhir;

BPKB;

Arsip STNK dan BPKB;

Surat keterangan Fiskal (SKF) darl SAMSAT asal;
f. Kwitansi Jual beli bermaterail cukup;

P angw

Persyaratan tambahan:

1.

3.

Py

® N o

9.

Balik nama eks lelang kendaraan dinas millk negars,
surat keputusan penjualan dan penghapusan
inventaris darl pejabat yang berwenang, risatah
lelang, buktli pembayaran lelang yang disahkan oleh
panitia lelang/pejabat yang berwenang. Formulir
permohonan STNK penefapan nama pemenang
lelang rekomendasl Satlantas setempat.

. Hibah : surat keterangan hibah/akte notaris/

keputusan pengadilan negeri;

Eks angkutan umum kwitansi pembelian bermaterai
cukup, buktl pelunasan DPWKP dari SAMSAT asal.
Surat pelepasan hak yang bermateral cukup dan
stempel perusahaan.

Melakukan pendaftaran mutasi masuk;

Memverifikasi  persyaratan  petmohonan yang
diajukan;

Melakukan perekaman data berdasarkan berkas
pendaftaran yang telah diverifikasi;

Menetapkan urutan kepemilikan kendaraan bermotor
yang berpotens! dikenakan pajak progresif.
Menetapkan besaran BBNKB, PKB, PNBP dan
SWDKLLA] yang harus dibayar dan mencetak SKKP;
Memverifikasi SKKP

Menerima pembayaran SKKP

Mencetak STNK

Mencetak TNKB




3.

4,

' JANGKA WAKTU
PENYELESAIAN

BIAYA/TARIF

110. Menyerahkan STNK, SKKP, TNKB;
11, Mengarsipkan dokumen kendaraan bermotor.

Jangka wakty mulal proses verifikasl persyaratan
dokumen sampai dengan penyergzhan SKKP
maksimal 50 Menit.

'1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) vyang berlaku pada Kepolisian Negara
Republlk Indonesia sesual dengan peraturan
pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun
2020:

a. Penerbitan STNK :
- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-
b. Penerbitan TNKB :
- Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-
2. Bea Balik Nama Kendaraan Barmotor (BBNKB) :
a. Tarif BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya :
1) 1% untuk penyerahan Kkendaraan orang
pribadi, badan, angkutan umum, hibah dan
waris
2) 1% untuk kendaraan bermotor (eks CC/CD,
eks Badan-badan Internasional dibawah PBB,
Eks Kontraktor Asing vang tidak direeksport)
darl Badan Penyalur kepada pihak ke i1 (
Badan Penvalur sudah mengajukan STNK
tetap/sudah membayar BBNKB)
3) 1% untuk penyerahan kendarsan bermotor
lelang barang sitaan
b. Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB
c. Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif
dengan dasar pengenaan BENKE
3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
a. Tanf Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk
kepemilikan pertama:
- 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan
bermotor pribadi dan badan




- 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum
- '0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah
Pusat dan pemetintah daerah,
ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam
kebakaran sosial keagamaan, lembags sosial
dan keagamaan
b. Tarif PKB Progresif
1) 2% urituk kepemilikan kedua
2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga
3) 3% untuk kepemilikan keempat
4) 3,5%untuk  kepemilikan  kelima dan
seterusnya
5) Ketentuan Progresif :
a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih)
b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor
roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk
kendaraan bermotor roda 2 (dua)
dengan Isl silinder 195 cc sampai
dengan 199 o secara  teknis
dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc
dan Kendaraan bermotor roda 4
(empat) meliputi kendaraan penumpang
pribadl jenis Sedan, Jeep, Minibus, dan
Mikrobus
c) Pengenaan PKB  Progresif  atas
kepemilikan kendaraan bermotor
didasarkan pada nama dan alamat yvang
sama dalam satu keluarga yang
dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga
(KK)
d) Penentuan urutan kepemilikan
berdasarkan tanggal penyerahan
e} Penentuan urutan kepemilikan roda 2
(dua) dan roda 4 (empat) dilakukan
secara terpisah
c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari
2(dua) unsur pokok:




- NIKB dan;
- Bobot yang mencerminkan secara relatif

tingkat
pencemaran

kerusakan

jalan
lingkungan

dan/atau |
akibat

penggunaan kendaraan bermotor.
4. Besar Sumbangan Wajib Dana Kecslakaan Lalu
Lintas Angkutan Jalan:

Golongan

Keterangan

Golongan A

Sepeda  motor
S0cc  kebawah,
mabil ambuiance,
mobil  jenazah,
dan mobil
pemadam

kebakaran

]1anfﬁuﬂ
0

Golongan B

Mobill derek dan

sejenisiya

20,000

Golongan Cl
| .

Sepeda  motor,
sepeda kumbang
dan scoater
diatas S0cc s.d
250cc dan
kendaraan

bermotor roda

tiga

Golongan C2

' Golonigan DP

Pick

32.000

Sepeda  maotor
dan scooter
diatas 250cc
Upy/miobil
barang s.d
2.400cc, sedan,
jesp dan  mabil
penumpang
bukan angkutan
umum

Mobil
penumpang
angkutan  umum
s5.d 1.600cc

50.000

140,000

70,000

Bus dan Microbus
bukan angkutan
urnum

150.000

Bus dan Microbus
bukan angkutan

87.000




umm, serta. |
mahil
pENUMpang
angkutan umum
lainnya  diatas
S 1.600ce
Golongan F Truck, mebil | 160000
kanagki, mialail
ganhdengan,
mobil barang
diatas  2.400cc,
truck container
dan sejenisnya

Setiap Jenis kendaraan dikenakan biaya penggantian
pembuatan kartu dana / sertifikat sebesar Rp3.000,-

5. PRODUK LAYANAN | 1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKE/BBN-
KB, SWDKLLAJ dan PNBP _
2, Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
3. Tanda Nomor Kendaraan Berrotor [TNKB)
4. Stiker Kartu Dana SWDKLLAJ
6. PENANGANAN 1. Pengaduan melalul kotak saran;
PENGADUAN, 2. Pengaduan melalul Laporgub dan SP4N;
SARAN DAN 3. Pengaduan melalul media social (Instagramy/Twitter/
MASUKAN Facebook)
4. Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, Pesan
| Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.
| 7. | DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55

Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang
Dana Pertanggungan Wafib Kecalakaan Lalu-Lintas
Jalan;

Undang-Undana Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Dasrah;

Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Peraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomor 76
Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarf Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia;




6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem
Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan
Bermotor;

. Instruksi Bersama Menterl Pertghanan dan

Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menterl
Keuangan Nomor  Ins/03/M/X/1999, Nomor 29
Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang
Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal dibawah
Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor, Tanda Coba Kendarsan Bermotor dan
Permungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Ballk
Mama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajlb
Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

. Peraturan Menteri Keuyangan Nomor

15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan
luran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan
Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum DI
Darat, Sungal/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut Dan
Udara;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan
Sumbangan Wajlbh Dana Kecelakaan Lalu Lintas
Jalan;

10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Barmotor;

11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa
Tengah;

12.Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah lawa

Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pt. Jasa Raharja




Cabang Utama Jawa Tengah

Nomor: PB/1/X1/2021

Nomor: 973/16.610

Nomor: P/31/5P/2021

tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu
Lintas Kepaolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas
Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi
Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang
Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomor
041.7/0077, Dan Nomor Pf1/SP/2012 tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat |
Jawa Tengah.

SARANA,
PRASARANA
 DAN/ATAU
 FASILITAS

0O N oW R W N

. Tempat parkir

Ruang tungau
Ruang Aduan
Ruang Laktasi
Pojok Baca
Smooking Area
Musholla

Genset

Area bermalin anak

10. Toilet (Pria, Wanita dan Difable)
11. Tempat Sampah

12.Air Minum

13. Wifi

14. Tempat charger HP

15.Kursi Roda

16.Jalan khusus difable

17.Media Informasi layanan pajak
18. Loket pembayaran

19. Komputer

20.Printer

21.Cash Register

22.AC

23.TV

24, Kursi wajib pajak

25, Mesin antrian




| 26.CCTV

27.P3K |
28.APK -
9. KOMPETENSI 1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah 4‘
PELAKSANA 2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat
3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB,
SWDKLLA], dsb.)
4. Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
5. Pengetahuan pelayanan publik
b. Pengetahuan dasar-dasar administrasi
10. | PENGAWASAN Pelaksanaan harian dilakukan oleh Kepala UPPD,
INTERNAL Koordinator SAMSAT, Kepala Seksi Pajak Kendaraan
Bermotor, Kepala Perwakilan dan Kasubag SW Dan
Humas dengan cara mengawasi jalannya pelayanan.
11, | JUMLAH 6 (enam) pelaksana (BAPENDA, Kepolisian dan Jasa
PELAKSANA Raharja)
12, | JAMINAN 1. Wajib Pajeak vyang memenuhl persyaratan
PELAYANAN pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak
kendaraan
2. Wajib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran
3. Wajib Pajak menerima Informasi Pelayanan
PajakKendaraan Bermotor dan informasi
. penyampaian keluhan
13. | JAMINAN 1. Petugas Keamanan
KEAMANAN DAN 2. Petugas parkir
KESELAMATAN 3. ccv
14. | EVALUASI Evaluasl dilakukan dalam bentuk:
KINERJA 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
PELAKSANA 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM

3. Pelaksanaan Forum Komunikas! Publik (FKP)




6. PELAYANAN PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR PINDAH ALAMAT
ATAS NAMA TETAP DALAM SATU WILAYAH REGIDENT

NO KOMPONEN

1. | PERSYARATAN

‘Dokumen persyaratan:

URATAN

1. Identitas diri:

al

b.

Perorangan: [dentitas diri yang sah (KTP, KITAS
sesual nama/alamat baru)

Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani
oleh pimpinan dan dibubuhl cap Badan yang
bersanakutan, dan folokopi Kartu Tanda
Penduduk bagi yang diberfkan tugas

Instanst pemerintah  (termasuk BUMN dan
BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan
Badan Internasional melampirkan Surat Tugas
ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhl cap
Instansi yang bersangkutan, dan fotokopl Kartu
Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas.

2. STNK;

3. BPKB;

4. ARSIP STNK dan BPKB;

5. SPOPD yang telah diisi dan ditanda tangani;

6. Hasil cek fislk Kendaraan bermotor;

7. Bukti pelunasan DPWKP (khusus angkutan umum
plat kuning).

2. | SISTEM
MEKANISME DAN
| PROSEDUR

©® N

1. Meilakukan pendaftaran pindah alamat atas nama
tetap

2. Memverifikas! persyaratan dan keabszhan dokumen
regiden Kendaraan bermotor yang diajukan

3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas
pendaftaran yvang telah diverifikasi

4. Menetapkan besaran PKB, PNBP dan SWDKLLAJ
yang harus dibayarkan dan mencetak SKKP

Memverifikasi SKKP

Menerima pembayaran SKKP dan PNBP
Mencetak STNK

Mencetak TNKB

Menyerahlkan STNK, SKKP, TNKB




10. Mengarsipkan dokumen Kendaraan bermotor

JANGKA WAKTU | Jangka waktu mulal proses verifikas! persyaratan
PENYELESAIAN dokumen sampal dengan penyerahan SKKP maksimal 45
menit

BIAYA/TARIF 1. Jenis dan tarif Penmerimaan Megara Bukan Pajak
(PNBP) vyang beraku pada Kepolisian Negara
Republik Indonesia sesual dengan peraturan
pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun

2020:

Penerbitan STNK :
- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) '
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk
kepemilikan pertama:
1) 1,5% untuk kepemillkan pertama kendaraan
bermotor pribadi dan badan
2) 1 % untuk kendaraan bermator angkutan umum
3)0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah,
ambulans/ienazah sosial keagamaan, pemadam
kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial
dan keagamaan
b. Tarif PKB Progresif
1) 2% untuk kepemillkan kedua
2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga
3) 3% untuk kepemilikan keempat
4) 3,5%untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
5) Ketentuan Progresif :
a) Kepemilikan Pribadl (TNKB Hitam/Putih)
b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda
2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan
bermotor roda 2 (dua) dengan sl silinder
195 cc sampai dengan 199 cc secara teknis
dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan!
Kendaraan bermotor roda 4 (empat)
meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis




Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus

c) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan
kendaraan bermotor didasarkan pada nama
dan alamat yang sama dalam satu keiuarga
yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga
(KK)

d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan
tanggal penyerahan

2) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua)
dan roda 4 (empat) dilakukan secara
terpisah

c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari
2(dua) unsur pokok:

1) NJKB dan;

2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat
kerusakan  falan  dan/atau  pencemaran
lingkungan akibat penggunaan kendaraan
barmotor.

3. Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu

Lintas Angkutan Jalan:

Golongan | Keterangan Tarif (Rp)
Golongan A Sepeds motor 0

S50cc  kebawah,

mabil ambuiance,

mobll  jenazah,

dan mabil

pemadam
kebakaran

Golongan B Mobil derek dan | 20.000
sejenisnya
Golongan C1 Sepeda  motor, | 32.000
sepada kumbang
dan scoater
diatas S0cc s.d
250ce dan
kendaraan

bermotor  roda

Golongan C2 Sepeda  maotor | 80.000
dan scooter




Golongan DP

diatas 250cc

Fick  Up/mobil
barany 5.d
2.400cc, sadan,
jeep dan mobil
penumpang
bukan angkutan
umum

140.000

Golongan DU

Golongan EP

Maobil
penumpang
angkutan umum
5.d1600cc
Bus dan Microbus
bukan angkutan
wmum

Golongan EU

Bus dan Microbus B7

bukan angkutsn
UL, sers
maobil
penumpang
angkutan umum
lainnya  diatas

Golongan F

dan sejenisnya

160,000

Setiap jenis kendaraan dikenakan biaya penggantian
pembuatan kartu dana / sertifiket sebesar Rp3.000,-

. Surat Ketetapan Kewajlban Pembavaran PKB/BBN-

. Pengaduan melalui media social (InstagramyTwitter/

. Pengaduan melalul calicenter dan whalsagg, Fes:an‘

1. Undang-Undang Nomer 33 Tahun 1964 tentang
Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;

PRODUK LAYANAN 1
KB, SWDKLLAJ dan PNBP
2. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
3. Stiker Kartu Dana SWDKLLA]
PENANGANAN 1. Pengaduan melalul kotak saran;
PENGADUAN, 2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
SARAN DAN 3
MASUKAN Facebook)
4
Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.
'DASAR HUKUM wdang-Ur




. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang
Dana Pertanggungan Wajlb Kecelakaan Lalu-Lintas
Jalan;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76
Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem
Administrasli Manunggal Satu Atap Kendarsan
Bermotor;

. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan
Keamanan, Menterd Dalam WNegerl dan Menter
Keyangan Nomor  Ins/03/M/X/1999, Nomor 29
Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang
Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal dibawah
Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tandz Nomor
Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Bailk
Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib
Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomar
15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan
luran Wajib Dana Pertanggunaan Wajib Kecelakaan
Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di
Darat, Sungal/Danau, Ferl/Penyeberangan, Laut Dan
Udara;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomar
16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan
Sumbangan Wajlb Dana Kecelakaan Lalu Lintas
Jalan;




10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

11.Peraturan Daerah Provinsl Jawa Tengah Nomor 2

12.Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah lawa Ten-gah|
sebagalmana tefah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa
Tengah;

Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pt. Jasa Raharja
Cabang Utama Jawa Tengah

Nomor: PB/1/X1/2021

Nomor: 973/16.610

Nomor: P/31/5P/2021

tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu
Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas |
Pendapatan Dan Pengelolsan Aset Daerah Provinsl
Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang
Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomor

041.7/0077, Dan Nomor P/1/SP/2012 tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat
Jawa Tengah.

SARANA,
PRASARANA
DAN/ATAU
FASILITAS

10. Tollet (Pria, Wanita dan Difable)
11. Tempat Sampah

12. Air Minum

13. Wifi

D@ ND W RN

[

Tempat parkir
Ruang tunggu
Ruang Aduan
Ruang Laktasl
Pojok Baca
Smoking Area
Musholla

Genset

Area bermain anak




14. Tempat charger HP
15. Kursi Roda

16. Jalan khusus difable
17.Media informasi layanan pajak
18, Loket pembayaran
19. Komputer
20.Printer

21.Cash Register
22,AC

23.TV

24 Kursi wajib pajak
25, Mesin antrian
26.CCTV

27.P3K

28.APK

9.  KOMPETENSI 1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah
PELAKSANA 2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat

3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB,
SWDKLLA], dsb.)

4. Pengetahuan Penerimaan MNegara Bukan Pajak
(PNBP)

5. Pengetahuan pelayanan publik

6. Pengetahuan dasar-dasar administrasi

10. | PENGAWASAN Pelaksanaan harian dilakukan oleh Kepala UPPD,
INTERNAL Koordinator SAMSAT, Kepala Seksi Pajak Kendaraan
Bermotor, Kepala Perwakilan dan Kasubag SW Dan
Humas dengan cara mengawasl jalannya pelayanan.

11. | JUMLAH 6 (enam) pelaksana (BAPENDA, Kepolisian dan Jasa
PELAKSANA Raharja)
12, | JAMINAN 1. Wajib  Pajak vyang memenuhi  persyaratan
PELAYAMNAN pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak
kendaraan

2. Wajib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran

3. Wajib Pajak menerima Informasi Pelayanan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Iinformasi penyampaian
keluhan




13. | JAMINAN 1. Petugas Keamanan
KEAMANAN DAN | 2. Petugas parkir
KESELAMATAN 3, CCTV
14. | EVALUASI Evaluasi dilakukan dalam bentuk:
KINERJA 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
PELAKSANA 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM

3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)




7. STANDAR PELAYANAN PEMBATALAN MUTASI KELUAR

NO

'KOMPONEN

URAIAN

1,

PERSYARATAN

Dokumen persyaratan:

1. 1dentitas diri:

a. Percrangan: Identitas difl yang sah (KTP atau
KITAS sesual nama/alamat haru)

b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani
oleh pimpinan dan dibubuhl cap Badan yang
bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk bagi yang diberikan tugas

¢. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan
BUMD), Perwakilarn Negara Asing (PNA) dan
Badan Internasional melampirkan Surat Tugas
ditanda tanganl oleh pimpinan dan dibubuhl cap
instansl yang bersangkutan, dan fotokopl Kartl
Tanda Penduduk bagl yang diberikan tugas.

2. Surat keterangan bagi kendaraan bermator angkutan
umum yang telah memenuhi persyaratan
rekomendasi dari Menteri yang bertanggung jawab dl
bidang sarana dan prasaranz falu lintas dan
angkutan jalan untuk Kawasan perkotaan vyang
mealampaul batas wilayah Provinsi;

3.:Gubernur untuk Kawasan perkotaan yang melampaui
batas wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
atau

4. Bupatifwalikota untuk Kawasan perkotaan yang
berada dalam wilayah Kabupaten/kota

5. Dinas perhubungan kabupaten/kota dan/atau balai
pengelola transportasi darat Direktorat Jenderal
perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI;

6. Kendaraan bermotor milik Pemerintah dilengkap
surat keterangan tentang Sumber Darta Pembelian
dan Blaya pemeliharaan yang tercantum dalam APBN
/APBD dengan mencantumkan Nomaor kode rekening

7. Bukt! hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor

_ 8. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani




9. STNK

10, BPKB
11.5urat keterangan fiskal (SKF) dari Samsat Asal
12.SKKP terakhir dari Samsat Asal |
13.Bukti pelunasan DPWKP (Khusus angkutan umum

plat kuning)

14, Bukti pendaftaran dari Samsatl tujuan;
15.5urat Pemyataan pembatalan mutasi darl pemilik

kendaraan bermotor dibubuhl dengan meteral
secukupnya;

16.Surat keterangan penolakan pendaftaran kendaraan
bermotor darl Samsat tyjuan (apabila ada
kekurangan  spesifikasl  dokumen  kendaraan
bermotor).

2. | SISTEM 1. Melakukan pendaftaran pembatalan mutasi keluar
MEKANISME DAN | 2. Memverifikasl persyaratan dan keabsahan dokumen
PROSEDUR regiden Kendaraan bermotor yang diajukan

3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas |
pendaftaran yang telah diverifikasi
4. Menetapkan urutan kepemilikan kendaraan bermotor |
5. Menetapkan besaran BBNKB, PKB, PNBP dan
SWDKLLA]
6. Mencetak SKKP
7. Memverifikasi SKKP
8. Menerima pembayaran SKKP
9. Mencetak STNK
10.Mencetak TNKB
11.Menyarahkan STNK, SKKP, TNKB
12.Mengarsipkan dokumen Kendaraan bermotor
3. | JANGKA WAKTU Jangka wakty mulal proses verifikasi persyaratan
| PENYELESAIAN dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal
_ 45 menit
‘4. | BIAYA/TARIF 1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) vang berlaku pada Kepolisian Negara
Republik Indonesia sesual dengan peraturan
pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun

2020:




a. Penerbitan STNK : '

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-

- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-
b. Penerbitan TNKB :

- Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-

- Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) :
a. Tarif BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya :
1} 1% untuk penyerahan kendaraan orang
pribadi, badan, angkutan umum, hibah dan|
waris
2} 1% untuk kendaraan bermotor (eks CC/CD,
eks Badan-badan Internasional dibawah PBB,
Eks Kontraktor Asing yang tidak diresksport)
dari Badan Penyalur kepada pihak ke 111 (
Badan Penyalur sudah mengajukan STNK
tetap/sudah membayar BBNKB)
3) 1% untuk penyerahan kendaraan bermotor
lelang barang sitaan
b. Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB
c. Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif
dengan dasar pengenaan BENKB
3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
a. Terif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk
kepemilikan pertama:
1) 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan
bermotor pribadl dan badan
2) 1 % untuk kendarsan bermotor angkutan umum
3)0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah
Pusat dan pemenntah daerah,
ambulans/jenazah soslal keagamaan, pemadam
kebakaran sosial keagaraan, lembaga sosial
dan keagamaan
b, Tarif PK8 Progresif
1) 2% untuk kepemillkan kedua
2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga
3) 3% untuk kepemilikan keempat




4) 3,5%untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

5) Ketentuan Progresif :

a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih)

b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda |
2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan
bermotor roda 2 (dua) dengan isl sillnder |
195 cc sampai dengan 199 cc secara teknis
dikategorikan dalam kiasifikasi 200 cc dan
Kendaraan bermotor roda 4 (empat)
meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis
Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus

€) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan
kendaraan bermotor didasarkan pada nama
dan alamat yang sama dalam satu keluarga
vang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga
(KK)

d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan
tanggal penyerahan

e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua)
dan roda 4 (empat) dilakukan secars
tarpisah

c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari
2(dua) unsur pokok:

1) NJKB dan;

2) Babot yang mencerminkan secara relatif tingkat
kerusakan  jalan danfatau  pencemaran
lingkungan akibat penggunaan kendaraan
bermotor.

4. Besar Sumbangah Wajib Dana Kecslakaan Lalu
Lintas Angkutan Jalan:
Golongan Keterangan Tarif {Rp)

Golongan A Sepeda  motor | 0
50cc  kebawah,
miobil ambulance,
mobil  jenazh,
dan mobil
pempdam

 kebiakaran




Golongan B
Enlnr?@n C1

Mobil derek dan

20.000

Sepada  motor,
sepeda kumbang
dan sCooter
diatas S0cc s.d
250cc dan
kendaraan

bermotor roda

32,000

Golongan C2

Sepeda  motar
dan srogter
diatas 250cc

Golongan DP

Eri—

B0.000

Pick  Up/maobil
barang s.d |
2.400cc, sedan, |
jeep dan mabil
penumpang
bukan angkutan
Umiim

Golongan DU

Mabil
penumpang

angkutan  umum
s.d 1.600cc

Golongan EP

140.000

Bus dan Microbus
bukan angkutan
LT

150.000

Golpngan EU

Bus dan Microbus
bukan angkutan
umum, serta
mobi
penumpang
angkutan umum
lainnya  diatas
1.600cc

87.000

Setlaﬂ jenis kendaraan dikenakan blaya pengganuan
pembuatan kartu dana / sertifikat sebesar Rp3.000, -

Truck, mobil
tangki, mohil
gandengar,

mobil barang
diates  2.400cc,
truck  container

dan sejenisnya

160.000

‘ PRODUK LAYANAN

KB, SWDKLLAJ dan PNBP

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-




Dana Kst:&lakaan Lalu Lintas Jalan

2. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)

_ : 3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKE)

6. | PENANGANAN 1. Pengaduan melalul kotak saran;
PENGADUAN, 2, Pengaduari melalul Laporgub dan SP4N;
SARAN DAN 3. Pengaduan melalui medla social (instagramyTwitler/
MASUKAN Facebook)

' 4. Penigaduan melalul callcenter dan whatsapp, Pesan
Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.
7. |DASARHUKUM |1

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 temang|

Dana Pertanggungan Walib Kecelakaan Penumpang;
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 (entang
Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas
Jalan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76
Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yana Berlaku Pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem
Administrasl Manunggal Satu Atap Kendaraan
Bermotor;

Instruksi  Bersama Menteri Pertahanan dan
Keamanan, Menteri Dalam Negerl dan Menten
Keuangan MNomor  Ins/03/M/X/1999, Nomor 29
Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang
Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal dibawah
Saty Atap Dalam Penerbltan Surat Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor, Tanda MNomor Kendaraan
Bermotor, Tanda Cobz Kendaraan Bermotor dan
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib




B. Peraturan Menter] Keuangan Nornor
15/PMK.D10/2017 Tentang Besar Santunan Dan
Iuran Wailb Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan
Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di
Darat, Sungai/Danau, Ferl/Penyeberangan, Laut Dan
Udara,

9. Peraturan Menter Keuangan Nomar
16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan
Sumbangan Wajlb Dana Kecelakaan Lalu Lintas
Jalan;

10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Registrasi dan Identifikasl Kendaraan Bermotor;

11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsl Jawa Tenoah Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa
Tengah,

12.Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa
Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Provinsl Jawa Tengah dan Kepala Pt Jasa Raharja
Cabang Utama Jawa Tengah
Nomor: PB/1/X1/2021
Nomor: 973/16.610
Nomor: P/31/5P/2021
tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu
Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas
Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsl
Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang
Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomor
041.7/0077, Dan Nomor P/1/SP/2012 tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat

Jawa Tengah.

'SARANA,
PRASARANA
| DAN/ATAU

I . ¥ Ruang_hduan

1. Tempat ﬁérkﬂr
Z. Ruang tunggu




| FASILITAS

4. Ruang Laktasi

5. Pajok Baca

6. Smoocking Area

7. Musholla

8. Genset

9. Area bermain anak
10. Tollet (Pria, Wanita dan Difable)
11.Tempat Sampah
12.Air Minum

13.Wifi

14. Tempat charger HP
15.Kursi Roda

16.Jalan khusus difable
17.Media informasi layanan pajak
18. Loket pembayaran
19, Komputer

20. Printer

21.Cash Register
22.AC

23.TV

24, Kursi wajib pajak
25.Mesin antrian
26.CCTV

27.P3K

28.APK

‘9. | KOMPETENSI
PELAKSANA

1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah

2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat

3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB,
SWDKLLAJ, dsb.)

4, Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)

5. Pengetahuan pelayanan publik

6. Penuetahuan dasar-dasar administrasi

Pelaksanaan harian dilakukan oleh Kepala UPPD,
Koordinator SAMSAT, Kepala Seksi Pajak Kendaraan
Bermotor, Kepala Perwakllan dan Kasubag SW Dan

 Humas dengan cara mengawasi jalannya pelayanan.




11, | JUMLAH

6 (enam) pelaksana (BAPENDA, Kepolisian dan Jasa

PELAKSANA Raharja)
12. | JAMINAN 1. Wajib  Pajak yang memenuhi persyaratan
PELAYANAN pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak
kendaraan
2. Waljib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran |
3. Wajib Pajak menerima Informasl Pelayanan Paiak
Kendaraan Bermator dan informasl penyampaian
_ keluhan
13. | JAMINAN 1. Petugas Keamanan
KEAMANAN DAN 2. Petugas parkir
| _KESE_L&E#.TAN 3. cCv
14, | EVALUASI Evaluas| dilakukan dalam bentuk:
| KINERJA 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
| PELAKSANA 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM

‘3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Eu!_:rllk (FKP)




8. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR UBAH

WARNA
NO KOMPONEN URAIAN
1. | PERSYARATAN Dokumen persyaratan:
1. Identitas diri:

a. Perorangan: Identitas diri vang sah (KTP atau
KITAS sesual STNK)

b, Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatanaani
oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang
bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk bagl yang diberikan tugas |

¢. Instansi pemerintah (termasuk BUMN  dah
BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan
Badan Internasional melampirkan Surat Tugas
ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhl cap
instansi yang bersangkutan, dan fotokopl Kartu
Tanda Penduduk bagl yang diberikan tugas.

2. Bukti hasll pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
3. Rekomendasl dari unit pelaksana regident untuk
perubahan warna kendaraan bermotor
4. Sural keterangan bermeteral darl bengkel/karoser
yang memiliki ijin instansi yang berwenang
5. STNK
6. BPKB dan Tanda bukti pendaftaran
7. SKKP tahun terakhir
8. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani
2. | SISTEM 1. Melakukan pendaftaran perubahan warna
MEKANISME DAN | 2. Memverifikasi persyratan dan keabsahan dokumen
PROSEDUR regident Kendaraan bermotor yang diajukan

5.
6.
7.

. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas

pendaftaran yang telah diverifikasi

. Menetapkan PKB, SWDKLLAJ, PNBP dan mencetak

SKKP
Memverifikasl SKKP

Menerima pembayaran SKKP
Mencetak STNK




| 8. Menyerahkan STNK dan SKKP

‘ 9. Menaarsipkan dokumen kendaraan bermotor

3. | JANGKA WAKTU | Jangkas waktu mulal proses verifikasi persyaratan
PENYELESAIAN dokumen sampal dengan penyerahan SKKP maksimal

40 menit

4. | BIAYA/TARIF 1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik
Indonesla sesual dengan peraturan pemerintah
Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

Penerbitan STNK :
- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)} untuk
kepamilikan pertama:
1)1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan
bermotor pribadi dan badan
2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum
3)0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah
Pusat dan pemerintah daetah,
ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam
kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial
dan keagamaan
b. Tarif PKB Progresif
1) 2% untuk kepemillkan kedua
2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga
3) 3% untuk kepemilikan keempat
4) 3,5%untuk kepemillkan kelima dan seterusnya
5) Ketentuan Progresif
a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih)
b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda
2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan
bermotor roda 2 (dug) dengan Isi silinder
195 cc sampai dengan 199 cc secara teknis
dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan
Kendaraan bermotor roda 4 (empat)
meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis




Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus
c) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan
kendaraan bermotor didasarian pada nama
dan alamat yang sama dalam satu keluarga
yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga
(KK)
d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan
tanggal penyerahan
e) Penentuan urutan kepemiiikan roda 2 (dua)
dan roda 4 (empat) dilakukan secara
terpisah
c. Dasar Pengenaan PKB adalazh hasll perkalian darl
2(dua) unsur pokok:
1) NJKB dan;
1) Babot yang mencerminkan secara relatil tingkat
kerusakan  jalan  dan/atau  pencemaran
lingkungan aklbat penggunaan kendarzan

bermotor.
3. Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu
Lintas Angkutan Jalan:
(Golongan | Keterangan [ Tanf(Rp) |

| Golongan A Sepetda motor O
S0cc  kebawah,
mobil ambulance,
mobil  jenazah,

dan mobil

Golpngan B Mobil derek dan | 20.000
. _ | sejenishya !
Golongan C1 Sepeda  motor, | 32,000
sapeda kumbang
dan Seootar
diatas SOcc s.d
250¢cc dan
kendaraan
bermotor  roda
A 1. - E R —
Golongan C2 Sepeda  motor | 80.000

dan scooter




Setiap jenis kendaraan dikenakan biaya pe:qgganﬁaﬁ
pembuatan kartu dana / sertifikat sebesar Rp3.000,-

diatas 250cc |
Golongan DP Pick  Up/mobil | 140.000
barang s.d
2.400cc, sedan,
jeep dan mobil
penumpandg
bukan angkutan
I umum
Golongan DU Mobil 70.000
penumpang
angkutan  umum
s.d 1.600cc ——
Gotongan EP Bus dan Microbus | 150.000
bukan angkutan
Golongan EU Bus dan Microbus | 87.000
bukan angkutan
umum, serta
mabil
penumpang
angkutan umum
lainny:a diatas
1.600cc
Golongan F Truck, mobil | 160,000
tangki, mobil
gandengan,
mobil  barang
diatas  2.400cx,
truck container
dan sejenisnya

FPRODUK LAYANAN | 1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-
KB, SWDKLLAJ dan PNBP
2. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermator (STNK)
| PENANGANAN 1. Pengaduan melalui kotak saran;

PENGADUAN, ' 2. Pengaduan melalul Laporgub dan SP4N;

SARAN DAN ' 3. Pengaduan melalul media social (InstagramyTwitter/
MASUKAN ' Facebook)

}'4. Pengaduan melalul callcenter dan whatsapp, Pesan
- . Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.
DASAR HUKUM | 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang

Dana Pertanggungan Wajlb Kecelakaan Penumpang;
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang




Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas
Jalan;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76
Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarf Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2015 tentang Pernyelenggaraan Sister
Administrasl Manunggal Satu Atap Kendaraan
Bermotor;

7. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan  dan
Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menter |
Keuangan Nomor  Ins/03/M/X%/1999, Nomor 29
Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang
Pelaksanaan Sistem Administrasl Manunggal dibawah
Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan
Bermotar, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib
Dana Kecelakaan Lalu Lintas lalan;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan
Iuran Wajib Dana Pertanggungan Walib Kecelakaan
Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di
Darat, Sungai/Danau, Ferl/Penyeberangan, Laut Dan
Udara;

9. Peraturan Menter| Keuyangan Nomor
16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santuman Dan
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas
Jalan;

10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang




Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor:
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomaor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa
Tengah;
12.Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa
Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Provinsl Jawa Tengah dan Kepala Pt. Jasa Raharia
Cabang Utama Jawa Tengah
Nomor: PB/1/X1/2021
Nomor: 973/16.610
Nomaor: P/31/5P/2021
tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu
Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tenaah, Kepala Dinas
Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provins|
Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang
Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomor
041.,7/0077, Dan Nomor P/1/SP/2012 lentang
Standar Operasional Prosedlr Pelayanan Samsat
Jawa Tengah.

'B. | SARANA,
PRASARANA
DAN/ATAU
FASILITAS

Tempat parkir
Ruang tunggu
Ruang Aduan
Ruang Laktas
Pojok Baca
Smooking Area
Mushaolla
Genset

. Area bermain anak

10.Toilet (Pria, Wanita dan Difable)
| 11. Tempat Sampah

12 Alr Minum

13. Wifi

14. Tempat charger HP

W00 srnih Bl g




9. | KOMPETENSI
PELAKSANA

15.Kursi Roda

16.Jalan khusus difable

17.Media informasi layanan pajak

18.Loket pembayaran

19, Komputer

20. Printer

21.Cash Reqgister

22,.AC

23.TV

24. Kursi wajib pajak

25,Mesin antrian

26.CCTV

27.P3K

28.APK

1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah

2. Pengetahuan tentang S0P Pelayanan Samsat

3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB,
SWDKLLAJ, dsb.)

i 4. Pengetahuan Penerimaan Negarz Bukan Pajak |
(PNBP)

| 5. Pengetahuan pelayanan publik

b. Pengetahuan dasar-dasar administrasi

10. | PENGAWASAN

Pelaksanaan harian dilakukan oleh Kepala U_F’F'iilluI
Koordinater SAMSAT, Kepala Seksi Pajak Kendaraan
Bermotor, Kepala Perwakllan dan Kasubag SW Dan
Humas dengan cara mengawas!| jalannya pelayanan.

6 (enam) pelaksana (BAPENDA, Kepolisian dan Jasa

1. Wajib  Pajak vyang memenuhl persyaratan
pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak

2. Wajib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran
3. Wajib Pajak menerima Informasi Pelayanan Pajak
Kendaraan Bermotor dan informasi penyampaian

INTERNAL
11 | JUMLAR
I PELAKSANA Raharja)
12. | JAMINAN

PELAYANAN

kendaraan

J_ keluhan

| 13. | JAMINAN 1. Petugas Keamanan




KEAMANAMN DAN | 2. Petugas parkir

KESELAMATAN 3. v

4.

EVALUASI Evaluasi dilakukan dalam bentuk:
KINERJA 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
PELAKSANA 2. Pelaksanaan tindak janjut hasil SKM

3. Pelaksanaan Forum Komunikasl Publik (FKP)




9. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR UBAH

1.

|

MESIN
[‘m:s KOMPONEN URAIAN
| PERSYARATAN Dokumen persyaratan:
1. Identitas diri:

a. Pergrangan: Identitas diri yang sah (KTP, KITAS
sesual STNK)

b, Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangan
oieh pimpinan dan dibubuhl cap Badan yang
bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk bagl yang diberikan tugas

c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan

| BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan
Badan Internasional melampirkan Surat Tugas
ditanda tangan| oleh pimpinan dan dibubuhi cap
instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu
| Tanda Penduduk baal yang diberikan tugas.
| 2. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
3. STNK dan BPKB serta SKKF tahun terakhir
4. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani
5. Rekomendasi dari unit pelaksana regident wuntuk
ganti mesin bukan baru
6. Kwitansi pembelian mesin
7. BPKB dan STNK dan asal-usul berkas Kendaraan
bermotor mesin penggantl
8. Faktur pembelian mesin pengganti
9. Surat keterangan dari bengkel; resmi atau APM atau
benakel umum yang melakukan penggantian
| mesinbengkel yang ditunjuk.
~ SISTEM 1. Melakukan pendaftaran perubahan mesin
| MEKANISME DAN | 2. Memverifikasi persyratan dan keabsahan dokumen
| PROSEDUR regident Kendaraan bermaotor yang diajukan

3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas
pendaftaran yang telah diverifikasi

4. Menetapkan PKB, SWDKLLA), PNBP dan mencetak
SKKP




JANGKA WAKTU
PENYELESAIAN

© @ N W

Memverifikasi SKKP
Menerima pembayaran SKKP
Mencetak STNK

Menyerahkan STNK dan SKKP

. Mengarsipkan dokumen kendaraan bermotor

I Jangk.a waktu mulal proses verifikasi persyaratan

dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal
35 menit

BIAYA/TARIF

1. lenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) vyang berlaku pada Kepolisian Negara
Republik Indonesia sesuai dengan peraturan
pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun
2020:

Penerbitan STNK :
- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

. Dasar Pengenaan Tambahann BBNKB bagi

kendaraan bermotor yang mengalami penggantian
mesin dipungut tambahan BBNKB sebesar 12,5%
dari Nilal Jual Mesin Pengganti.

. Nilai Jual Mesin Pengganti ditetapkan sebagaimana

berikut, :

a. Mesin dengan Isi silinder s.d 2.500¢cc, sebesar Rp.
8.000.000,- ;

b. Mesin dengan Isl silinder 2.501cc s.d 5.000cc,
sebesar Rp. 15.000.000,- ;

c. Mesin dengan isi silinder 5.001cc s.d 10.000cc,
sebesar Rp. 20.000.000,- ;

d. Mesin dengan Isi silinder diatas 10.000cc, sebesar
Rp. 30.000.000,-

4. Pajak Kendaraan Bermator (PKB)

a. Tarif Pajak Kendaraan Bermoltor (PKB) untuk

kepemillkan pertamia;

1)1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan
bermotor pribadi dan badan

2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum

3)0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah




Pusat dan pemerintah daerah, |
ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam
kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial
dan keagamaan
b. Tarif PKB Progresif
1) 2% untuk kepemillkan kedua
2) 2,5% untuk kepemillkan ketiga
3) 3% untuk kepemillkan keempat
4) 3,5%untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
5) Ketentuan Progresif
a) Kepemilikan Pribadl (TNKB Hitam/Putih) |
b) lenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda
2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan
bermotor roda 2 (dua) dengan sl sllinder
195 ¢c sampal dengan 199 cc secara teknis
dikategorikan dalam klasifikasl 200 cc dan
Kendaraan bermotor roda 4 (empat)
meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis
Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus

¢) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan
kendaraan bermotor didasarkan pada nama
dan alamat yang sama dalam satu keluarga
vang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga
(KK)

d) Penentuan urutan kepemillkan berdasarkan
tanggal penyerahan

€) Penentuan urutan kepemillkan roda 2 (dua)
dan roda 4 (empat) dilakukan secara
terpisah

¢. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari
2(dua) unsur pokok:

1) NJKB dan;

2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat
kerusakan  jalan dan/atau  pencemaran
lingkungan akibat penggunaan kendaraan
bermotar,

3. Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu .




Lintas Angkutan Jajan:

[ Golongan

Kﬂl:er_apgan

Golongan A

Tarif (Rp)

| Sepeda  motor

50cc  kebawah,
mabil ambulance,
mobil  jenazah,
dan mobil
pemadam
kebakaran

Golongan B
Golongan C1

Mobil dersk dan
sejenisnya

20.000

Sepeda  motor,
sepeda kumbang
dan scoober
diatas 50cc s.d
250cc dan
kendaraan

bermotor  roda
tiga

Golongan C2

32.000

Seperda  motor
dan scooter
diatas 250cc

| Golengan DP

Pick  Up/mobil
barang 5.d
2.400cc, sadan,
jeep dan maobil
penumpang
bukan anghkutan
Lmum

80.0H0

Golongan DU

Mabil
pefiumpang
angkutan umum
s.d 1.600cc

70,000

Golongan EP

Golongan EU

Bus dan Microbus
bukan angkutan

150.000

umum
Bus dan Microbus
bukan angkutan
Limum, sarta
rricbil
penumpang
angkutan  umum
lainnya diatas
1.600cc

B7.000

Golongan F

Truck, mabil
tangki, mobil

: 160.000

140000




gandengan,
maobil barang
diatas  2.400cc,
truck  container
I dan sejenisnya
Setiap jenis kendaraan dikenakan biaya penagantian

pembuatan kartu dana / sertifikat sebesar Rp3 000,-

"PRODUK LAYANAN

5. 1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-
KB, SWDKLLAJ dan PNBP
I | 2. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor {STNK)
6. | PENANGANAN 1 Pen-gaduan melalul kotak saran;
PENGADUAN, 2. Pengaduan melalul Laporgub dan SP4N;
SARAN DAN 3. Pengaduan melalui media sacial (Instagramy/Twitter/
MASUKAN Facebook)
4. Pengaduan melalui calicenter dan whatsapgpg, Pesan |
Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.
7. | DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 téntang

Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang|
Dana Pertanogungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas
Jalan;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Namor 55 |
Tahun 2016 tentang Kelentuan Umum dan Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah;

5, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 |
Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5|
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem |
Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan
Bermotor;

7. Instruksi.  Bersama Menterl Pertahanan dan
Keamanan, Menteri Dalam Negerl dan Menter
Keuangan Nomor  Ins/03/M/X/1999, Nomor 29
Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang |




10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang

11.Peraturan Daerah Provinsl Jawa Tengah Nomor 2

12.Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa

Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal dibawah |
Gatu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor |
Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajlb
Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan
luran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan
Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum D
Darat, SungaifDanau, Feri/Penyeberangan, Laut Dan
Udara;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan
Sumbangan Wajlb Dana Kecelakaan Lalu Lintas
Jalan;

Registrasi dan Identifikas| Kendaraan Bermotor,

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provins Jawa
Tengah;

Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pt. Jasa Raharja
Cabang Utama Jawa Tengah

Nomoar: PB/I/X1/2021

Nomor: 973/16.610

Nomor: Pf31/5P/2021

tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur laly
Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas
Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provins
Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang




Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomer
041.7/0077, Dan Nomor P/1/5P/2012 tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat
Jawa Tengah.
Tempat parklr
Ruang tunggu
Ruang Aduan
Ruang Laktasi
Pojok Baca
Smoking Area
Musholla
Genset
. Area bermain anak
| 10. Toilet (Pria, Wanita dan Difable)
11. Tempat Sampah
12, Al Minum
13. Wifi
14. Tempat charger HP
15.Kursi Roda
16.Jalan khusus difable
17.Media informasi layanan pajak
18.Loket pembayaran
19. Komputer
20, Printer
21.Cash Register
22.AC
23. TV
24. Kursl wajib pajak
25.Mesin antrian
26.CCTV
27.P3K
() 28.APK
9. | KOMPETENSI 1. Pengetahuan tentang Pajak Dasrah
PELAKSANA 2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat
3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB,
SWDKLLAJ, dsb.)
4. Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan Pajak

8. | SARANA,
PRASARANA
DAN/ATAL
FASILITAS

ol e (B e il Ol =




(PNBP)
5. Pengetahuan pelayanan publik
6. Pengetahuan dasar-dasar administrasi

10. | PENGAWASAN Pelaksanaan harfan dilakukan oleh Kepala UPPD,
INTERNAL Koordinator SAMSAT, Kepala Seks! Pajak Kendaraan
Bermotor, Kepala Perwakllan dan Kasubag SW Dan
— Humas dengan cara mengawasl jalannya pelayanan.
11. | JUMLAH 6 (enam) pelaksana (BAPENDA, Kepolisian dan Jasa
PELAKSANA Raharja)
12. | JAMINAN 1. Wajlb Pajak yang memenuhl persyaratan
PELAYANAN pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak
kendaraan
2. Wwajlb Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran
3. Wajib Pajak menerima Informasi Pelayanan Pajak
Kendaraan Bermator dan informasi penyampaian
| keluhan
13. | JAMINAN 1. Petugas Keamanan
KEAMANAN DAN 2. Petugas parkir
KESELAMATAN 3, cC1v
14. EVALUASI Evaluasi dilakukan dalam bentuk:
KINERJA 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
PELAKSANA 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM

3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)




10, STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR

GANTI NOPOL

ND |  KOMPONEN

1. | PERSYARATAN

URATAN

Dokumen persyaratan:

1.

Identitas dir:

a. Perorangan: Identitas dirl yang sah (KTP atau
KITAS sesijal STNK)

b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani
oleh pimpinan dan dibubuhl cap Badan yang
bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk bagl yang diberlkan tugas

C. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan
BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan
Badan Internasional melampirkan Surat Tugas
ditanda tanganl oleh pimpinan dan dibubuhi cap
Instansi yang bersangkutan, dan fotokopl Kartu
Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas.

Dakumen kendaraan bermator (STNK dan BPKB)

Hasil cek fisik Kendaraan bermotor

SPOPD yang telah di isi dan ditanda tangani

NRKE dari Kepolisian (Satlantas Unit BPKB)

Untuk perubahan NRKB menjadl NRKB pilihan

ditambah dengan tanda bukti pembayaran PNBP

NRKB pilihan

I
MEKANISME DAN
PROSEDUR

© @ N o

Melakukan pendaftaran ganti Nopol

Memverifikasi persyratan dan keabsahan dokumen
regldent Kendaraan bermotor yang diajukan
Melakukan perekaman data berdasarkan berkas
pendaftaran yang telah diverifikasi

Menetapkan PKB, SWDKLLAJ, PNBP dan mencetak
SKKP

Memverifikasi SKKP

Menerima pembayaran SKKP

Mencetak STNK

Mencetak TNKB

Menyerahkan STNK dan SKKP, TNKB




10.Mengarsipkan dokumen kendaraan bermator

| JANGKA WAKTU

Jangka waktu mulai proses verlfikasl persyaratan
dokumen sampal dengan penyerahan SKKP maksimal

3.
| PENYELESAIAN
| 50 menit
‘4. | BIAYA/TARIF 1.

Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNEP) vyang bDerlaku pada Kepolisian Negara
Republik Indonesia sesual dengan peraturan
pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun
2020:
a. Penerbitan STNK :

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-

- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-
b. Penerbitan TNKB :

-Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-

-Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-

2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk
kepemilikan pertama:
1) 1,5% untuk kepemillkan pertama kendaraan
bermotor pribadl dan badan
2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum |
3)0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah,
ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam
kebakaran soslal keagamaan, lembaga sosial
dan keagamaan
b. Tarif PKB Progresif
1) 2% untuk kepemilikan kedua
2) 2,5% untuk kepamilikan ketiga
3) 3% untuk kepemilikan keempat
4) 3,5%untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
5) Ketentuan Progresif :
a) Kepemilikan Pribadl (TNKB Hitam/Putlh)
b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda
2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan
bermotor roda 2 (dua) dengan Isl silinder
195 cc sampai dengan 199 cc secara teknis .




dikategorikan dalam Kiasifikasi 200 cc dan
Kendaraan bermotor roda 4 (empat)
meliputi kendaraan penumpang pribadi jenls
Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus

€) Penpgenaan PKB Progresif atas kepemllikan
kendaraan bermotor didasarkan pada nama
dan alamat yang sama dalam satu keluargs
yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga
(KK)

d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan
tangaal penyerahan

2} Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua)
dan roda 4 (empat) diskukan secara
terplsah

c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari
2(dua) unsur pokok:

1) NJKB dan;

2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat
kerusakan  jalan  danfatau  pencemaran
ingkungan akibat penggunaan kendaraan
bermotor.

3. Besar Sumbangan Wajlb Dana Kecelakaan Lalu
Lintas Angkutan Jalan:
Golangan ]_ Keterangan Tarif (Rp)
Golongan A Sepeda motor | 0
50cc  kebawah,
mobil ambulance,
mobil  jenazah,
dan mobil
pemadam
kebakaran

Golongan B Mobil derek dan | 20.000 ,
Sejenisnya |
Golangan C1 Sepeda  motor, | 32.000

sepeda kumbang
dan scooter
diatas. 50cc s.d
250¢cc dan
kendaraan
bermotor _roda




tiga

Golongan C2

Sepeda

dan seooteEr

Golangan DP

Golongan DU

Golongan EP

Pick
barang s.d
2.400cc, sedan,
jeep dan  mobil
penum

bukan pgnrgkutan
umum

i

Up/mabil |

penumpang
angkutan  umum
‘s.d 1.600cc

70.000

Bus dan Microbus
bukan angkutan
umum

150.000

‘Golongan EU

Bus dan Micrabis

87,000

bukan angkutan
umum, serta
mobil
penumpang
angkutan  umum
lainnya  diatas
1.600cc
Truck,
tangki,
gandengan,
mobil barang
diatas  2.400cc,
truck container
dian sejenisnva
Seliap jenis kendaraan dikenakan biagya penggantian

pembuatan kartu dana / sertifikat sebesar Rp3.000,-

mobil | 160.000

mobil

Golongan F

PRODUK LAYANAN

. PENANGANAN

PENGADUAN,
SAHAN DAN
MASUKAN

1. Surat Ketetapan Kewajlban Pembayaran PKB/BBN-
KB, SWDKLLAJ dan PNEP
- Surat tanda Nomor Kendaraan Bermator (STNK)

. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKE)

. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
. Pengaduan melalui media social (Instagram/Twitter/
Facebook)
4. Pengaduan melalul callcenter dan whatsapp, Pesan

2
3
1. Pengaduan melalul kotak saran;
2
3

Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.




7. | DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang

Dana Pertanggunaan Wajib Kecelakaan Penumpang;

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang
Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas
Jalan;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 |
Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarf Atas lenls
Penerimaan Megara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2015 tentang Peryelenggaraan Sistem
Administrasi  Manunggal Satu Atap Kendaraan

| Bermotor;

7. Instruksi Beérsama Menteri Pertahanan dan
Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan Nomor  Ins/03/M/X/1999, Nomor 29
Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/19959 tentang
Pelaksanaan Sistem Administrast Manunggal dibawah
Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor, Tanda Nomar Kendaraan
Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajlb
Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

B. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santupan Dan
Iuran Wajib Dana Pertanggungan Waijlb Kecelakaan |
Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum DI
Darat, Sungai/Danau, Ferl/Penyeberangan, Laut Dan
Udara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomaor
16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santupan Dan




Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas
Jalan;

10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

11.Paraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa
Tengah;

12.Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa

Tengah, Kepala Badan Penaelola Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pt. Jasa Raharja
Cabang Utama Jawa Tengah

Nomor: PB/1/X1/2021

Nomor: 973/16.610

Nomor: P/31/SP/2021

tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur zlu
Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas
Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi
Jawa Tengah, danh Kepala PT. Jasa Raharja Cabang
Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomor
041.7/0077, Dan Nomor P/1/SP/2012 tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat
Jawa Tengah.

SARANA,
PRASARANA
DAN/ATAU
FASILITAS

© @

1

NO U e

Tempat parkir
Ruang tunggu
Ruang Aduan
Ruang Laktasi
Pojok Baca
Smoking Area
Musholla

Gensat

Area bermain anak

0.Toilet (Pria, Wanita dan Difable)

11. Tempat Sampah




KOMPETENSI
PELAKSANA

12. Air Minum

13 Wifi
14, Tempat charger HP
15.Kursi Roda
' 16.Jalan khusus difable
17.Media informasl layanan pajak

18.Loket pembayaran
19, Komputer

20. Printar

21.Cash Register
22.AC

23.TV

24, Kursi wajib pajak
25, Mesin antrian

4.

LR
6.

26.CCTV

27.P3K

28.APK

1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah

2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat

3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB,

SWDKLLAJ, dsb.)

Pengetahuyan Penerimaan Megara Bukan Pajak |
(PNEP)

Pengetahuan pelayanan publik

Pengetahuan dasar-dasar administrasi

10. | PENGAWASAN

Pelaksanaan harian dilakukan oleh Kepala UPPD,

INTERNAL Koordinator SAMSAT, Kepals Seks| Pajak Kendaraan
Bermotor, Kepala Perwakilan dan Kasubag SW Dan
| Humas dengan cara mengawasi Jalannya pelayanan.
11. | JUMLAH 6 (enam) pelaksana (BAPENDA, Kepolisian dan Jasa |
PELAKSANA | Raharja) |
12. | JAMINAN 1. Wajib  Pajak vyang memenuhi persyaratan
PELAYANAN

pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak
kendaraan

Wajib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran
Wajib Pajak menerima Informasi Pelayanan Pajak




Kendaraan Bermotor dan informasi penyamparaﬁ
keluhan

13,

14,

JAMINAN
KEAMANAN DAN
KESELAMATAN
| EVALUASI
KINERIA

PELAKSANA

| Evaluast dilakukan dalam bertuk:

1. Petugas Keamanan
2. Petugas parkir
3. CCTv

1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
2. Pelaksanaan tindak lanjut hasll SKM
3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)




11. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR STNK

RUSAK ATAU HILANG
NO KOMPONEN URATAN
1.  PERSYARATAN Dokumen persyaratan:
1. Identitas diri:

a. Perorangan: Identitas dirl yang sah (KTP atau
KITAS sesual STNK)

b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani
oleh pimpinan dan dibububhi cap Badan yang
bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk bagi yang diberikan tugas

c. Instansi  pemerintah  (termasuk BUMN dan
BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan
Badan Internasional melampirkan Surat Tugas
ditanda tanaani oleh pimpinan dan dibubuhi cap
instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu
Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas.

2. Bukti hasll pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
3. BPKB
4. Untuk STNK Rusak melampirkan fisik STMK yang
rusak
5. Untuk STNK hilang melampirkan:
a. Surat laporan kehilangan dari Kepolisian
b, Bukti iklan Media
6. Surat Pernyataan pemillk bermeteral cukup
mengenal STNK yana hilang tdak terkait kasus
pidana, perdata, dan/atau pelanggaran lalu lintas
7. Surat keterangan fiskal pajak daerah
8. Bukti pelunasan DPWKP (Khusus angkutan umum
plat kuning)
9, SPOPD telah di isi dan ditandatangani
2. SISTEM 1. Melakukan pendaRaran kendarsan bermotor STNK
MEKANISME DAN Rusak atau hilang
PROSEDUR 2, Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen

regident Ranmor yang diajukan




3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas
pendaftaran yang telah diverifikasi

4. Menetapkan PKB, SWDKLLAJ, PNBP dan mencetak
SKKP

. Memverifikasi SKKP

. Menerima pembayaran SKKP dan PNBP

. Mencetak STNK

. Menyerahkan STNK dan SKKP

9. Mengarsipkan dokumen ranmor

00 =~ O un

JANGKA WAKTU Jangka waktu mulal proses verifikasi persyaratan

PENYELESAIAN dokumen sampal dengan penyerahan SKKP maksimal
40 Menit

BIAYA/TARIF 1. Jenls dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) vyang berlaku pada Kepolisian Negara
Republik Indonesia sesual dengan peraturan
pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun
2020

Penerbitan STNK :
- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk
kepemilikan pertama:
1)1,5% untuk kepemiiikan perfama kendaraan
bermotar pribadl dan badan
2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan Umium
3)0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah,
ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam
kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial
dan keagamaan
b. Tarif PKB Progresif
1) 2% untuk kepemilikan kedua
2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga
3) 3% untuk kepemilikan keempat
4) 3,5%untuk kepemillkan kelima dan seterusnya
5) Ketentuan Progresif :




il

Golongan C1 Sepeda  motor, | 32.000
sepeda kumbang
dan soooler
diatas S0cc sd
250cc dan
kendaraan

bermotor  roda

tiga
Golongan C2 Sepeda  motor | 80.000
dan soocler
diatas 250cc |
Golangan DP Pick  Up/mobil | 140,000

barang s.d
2.400cc, s=dan,
jeep dan  mobil
penumpang
bukan angkutan
(- umum
Golongan DU Mabil 70.000
penumpang
angkutan umum

Golongan EP Bus dan Microbus | 150.000
bukan angkutan
umum

Golongan EU Bus dan Microbus | 87.000
bukan angkutan
UL, serta
mabil
penumpang
angkutan umum
lainnya diatas
L 1.600cc -
Golongan F Truck, mobil | 160.000
tangkl,  mabil
gandengan,
mobil barang
 diatas  2:400c,
| truck  contalner |

| dan sejenisnya f i
Setiap jenis kendarsan dikenakan biaya penggantian
pembuatan kartu dana / sertifikat sebesar Rp3.000,-

'PRODUK LAYANAN | 1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN- |
KB, SWDKLLAJ dan PNBP
2. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) I

PENANGANAN | 1. Pengaduan melalul kotak saran;




PENGADUAN,
SARAN DAN
MASLIKAN

. Pengaduan melalul Laporgub dan SP4N;
. Pengaduan melalul media soclal (Instagram/Twitter/

Facebook)

. Pengaduan melalul calicenfer dan whatsapp, Pesan

Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.

DASAR HUKUM

. Undang-Undang Nomar 28 Tahun 2009 tentang

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5

. Peraturan Menterl Keuangan Namor

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 l:f.*m:aa!'ngE

Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;

. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang

Dana Pertangaungan Wajlb Kecelakaan Lalu-Lintas
Jalan;

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah;

Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenls
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem
Administrasi Manunggal Satu  Atap Kendaraan
Bermotor;

. Instruksi Bersama  Menteri  Pertahanan dan

Keamanan, Menteri Dalam WNegerl dan Menter|
Keuarigart Nomor  Ins/03/M/X/1999, Nomor 29
Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang
Pelaksanaan Sistem Administrasi Manungaal dibawah
Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Namor
Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor, Tanda Coba Kendarsan Bermotor dan
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib
Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan
luran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan |




PRASARANA
DAN/ATAU
FASILITAS

10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang

11.Peraturan Daerah Provinsl Jawa Tengah Nomor 2

12.Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di
Darat, Sungal/Danau, Ferl/Penyeberangan, Laut Dan
Udara;

16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas
Jalan;

Registrasi dan Identifikasl Kendaraan Bermotor;

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubshan atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsl Jawa
Tengah;

Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Provinsl Jawa Tengah dan Kepala Pt. Jasa Raharja
Cabang Utama Jawa Tengah

Nomor: PB/I/X1/2021

Nomor: 973/16.610

Nomaor: P/31/SP/2021

tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu
Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas
Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provins!
Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang
Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomor
041.7/0077, Dan Nomor P/1/SP/2012 tentang |
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat
Jawa Tengah.

SV N W B e

Tempat parkir
Ruang tunggu
Ruang Aduan
Ruang Laktasi
Pojok Baca

Smﬂklnﬁ Area I|




7. Musholla

8. Genset

9. Area bermaln anak

10.Tollet (Pria, Wanita dan Difable)
11. Tempat Sampah

12, Air Mirum

13.Wifi

14. Tempat charger HP

15.Kursl Roda

16.Jalan khusus difable

17.Media Informasl-layanan pajak
18. Loket pembayaran

19. Komputer
20. Printer
21.Cash Reqgister
22.AC
23.TV
24.Kursi wajib pajak
25.Mesin antrian
26.CCTV
27.P3K
— 2B_APK
9. | KOMPETENSI 1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah
PELAKSANA 2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat
3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, THNKB,
SWDKLLAJ, dsb.)
4. Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
5. Pengetahuan pelayanan publik
. b. Pengetahuan dasar-dasar administrasi
10, | PENGAWASAN Pelaksanaan harian dilakukan oleh Kepala UPFPD,
INTERNAL Koordinator SAMSAT, Kepalz Seksi Pajak Kendaraan
Bermotor, Kepala Perwakilan dan Kasubag SW Dan
Humas dengan cara mengawasl jalannya pelayanan.
11. [ JUMLAH 6 {enam) pelaksana (BAPENDA, Kepolisian dan Jasa |
PELAKSANA Raharja)
12, JAMINAN 1. Wajib  Pajak  yang memenuhi persyaratan




PELAYANAN pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak
kendaraan
Wafib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran |
3. Wajib Pajak menerima Informasi Pelayanan Pajak|
Kendaraan Bermator dan informasli penyampalan
keluhan
13. | JAMINAN 1. Petugas Keamanan -
KEAMANAN DAN 2. Petugas parkir
! KESELAMATAN 3. CCTV

14. | EVALUASI Evaluasi dilakukan dalam bentuk:

I

KINERJA 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
| PELAKSANA 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasll SKM

3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)




12. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR ALIH

FUNGSI DAN UBAH BENTUK

NO KOMPONEN URAIAN
[ 1. PERSYARATAN Dokumen persyaratan:
1. Identitas diri:
a. Perorangan: ldentitas diri yang sah (KTP atau
KITAS sesual STNK)

9.

o s W

b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani
oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang
bersangkutan, dan fotokopl Kartu Tanda
Penduduk bagi yang diberikan tugas

c. Instansl pemerintah (termasuk BUMN dan
BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan
Badan Internasional melampirkan Surat Tugas
ditanda tangani cleh pimpinan dan dibubuhl cap
instansi yang bersangkutan, dan folokopl Kartu
Tanda Penduduk bagl yang diberikan tugas.

Bukti hasil cek fislk kendaraan bermotor

SPOPD yang telah di isi dan ditandatangan

STNK

BPKB dan tanda bukti pendaftaran

Surat Ijin Penyelenggaraan angkutan umum dari
Instansi yang berwenang, untuk perubahan funasl
dari kendaraan bermotor perseorangan menjadi
kendaraan bermotor angkutan umum

Surat keterangan dari instansi yang berwenang,
untuk perubahan fungsl danr kendaraan berrnotor
angkutan umum menjadl kendaraan bermotor
perseorangan

Untuk ubah bentuk dilengkapl surat keterangan
dari bengkel yang telah memiliki izin dari Instansi
yang berwenang

Surat rancang bangun dan SRUT dari Dishub

10.Bukti pelunasan DPWKP (Khusus angkutan umum

plat kuning)

11.Rekomendasi dari unit pelaksana regident untuk

ubah bentuk kendaraan bermotor




SISTEM
MEKANISME DAN
PROSEDUR

| JANGKA WAKTU

PENYELESAIAN

= |

|Jangka waktu mulal proses verifikasi persyaratan

BIAYA/TARIF

1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak

| 12.Rekomendasi dari unit pelaksana regident untuk
alih fungsi kendaraan bermator

. Melakukan pendaftaran alih fungsi dan ubah bentuk

2. Memverifikasi persyratan dan keabsahan dokumen
Regident Kendaraan bermotor yang diajukan

3. Melakukan perekaman data berdasarkan Dberkas
pendaftaran yang telah diverifikasl

4. Menetapkan besaran PKB, BBNKB, PNBP dan

SWDKLLAI yang harus dibayar dan mencetak SKKP

Memverifikasl SKKP

Menerima Pembayaran SKKP

Mencetak STNK

Mencetak TNKB

. Manyerahkan STNK, SKKP dan TNKB

11‘] Men-;;arslpkan dokumen kendaraan bermotor

R -

dokumen sampal dengan penyerahan SKKP maksimal
50 menit

(PNBP) vyang berlaku pada Kepolisian Negsra
Republik Indonesia sesual dengan peraturan
pemerintah  Republik Indonesia Nomor 76 Tahun
2020:
a. Penerbitan STNK :

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-

- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-
b. Penerbitan TNKB :

- Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-

- Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-

2, Tarif BBNKB ubah bentuk sebesar 12,5% untuk
kendaraan bermotor ubah benfuk dari Nilai Jual
Kendaraan Bermotor ubah bentuk tahun terbaru
pada saat ubah bentuk,

3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk
kepemilikan pertama:
1) 1,5% untuk kepemilikan pertama kendarzan




bermotor pribadi dan badan
2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum
3)0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah,
ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam
kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial
dan keagamaan
b. Tarif PKB Progresif
1) 2% untuk kepemilikan kedua
2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga
3) 3% untuk kepemillkan keempat
4) 3,5%untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
5) ketentuan Progresif
a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih)
b) Jenls Kendaraan : Kendaraan bermotor roda
2 (dua) 200 cc keatzs, termasuk kendaraan
bhermotor roda 2 (dua) dencan isi silinder
195 cc sampai dengan 199 cc secara teknls
dikategorikan dalam klasifikasl 200 cc dan
Kendaraan bermotor roda 4 (empat)
meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis
Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus
c) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan
kendaraan bermotor didasarkan pada nama
dan alamat yang sama dalam satu keluarga
yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga
(KK)
d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan
tanggal penyerahan
e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua)
dan roda 4 (empat) dilakukan secara
terpisah
c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari
| 2(dua) unsur pokok:
1) NJKB dan;,
2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat
kerusakan  Jalan  danfatau  pencemaran




lingkungan
bermotar.

akibat penggunaan

kendaraan

4. B‘esﬁr Surbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu
!_!ntas Angkutan Jalan:

Golongan

Keterangan

Tarif (Rp)

Golongan A

Sepeda  motor
50cc  kebawah,
mobil ambulance,
mobil  jenazah,
dan maobill
pemadam

kabakaran

Golongan B
‘Golongan C1

Golongan C2

_Eu-lm_ | an D‘_F

0

Mobil derek dan
| ssjenisnya

20,000

Sepeda  motar,
sepeda kumbang
dan scootar
diatas 50cc s.d
250cc dan
kendaraan

bermotor  roda

32.000

T

| Sepeda  motor
dan sCoater
 diatas 250cc

80.000

Pick  Up/mobil
barang s.d
2.400cc, -sedan,
je=p dam  maobil
penumpang
bukan angkutan
LT

140.000

Golongan DU

Maobil

penumpang
angkutan umum

| s.d 1.600cc

70.000

Bus dan Microbus
bukan angkutan
mesm

150,000

Bus dan Microbus
bukan angkutan
LT, serta
okl
peEnumpang
angkutan  umum

87.000




Ainnya  diatas

1.600cc -
Golongan F Truck, mobil | 160,000

tangkd, mobil

gantengan,

mobil batang

diatas 2.400cx,

truck  container

dan salenisnva

Setiap fenis kendaraan dikenakan blaya penggantian
pembuatan kartu dana / sertifikat sebesar Rp3.000,-

5. | PRODUK LAYANAN | 1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-
KB, SWDKLLA] dan PNBP _
2. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
| - 3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
6. | PENANGANAN 1. Pengaduan melalui kotak saran;
PENGADUAN, 2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N:
SARAN DAN 3. Pengaduan melalui media social (Instagramy/Twitter/
MASUIKAN Facebook)
4. Pengaduan melalui calficenter dan whatsapp, Pesan
Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.
7. | DASAR HUKUM 64t

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentand
Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang
Dana Pertangaungan Wajib Kecslakaan Lalu-Lintas
Jalan;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesla Nomor 55
Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indohesia Nomor 76
Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarnf Atas Jlenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kepolisian Negara Republik Tndonesia;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem
Administrasl Manunggal Satu Atap Kendaraan
Barmotor;




7. instruksi  Bersama Menterl Pertzhanan dan |
Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menter
Keuangan Nomor  Ins/03/M/X/1999, Nomor 29
Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang
Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal dibawah |
Satu Atap Daiam Penerbitan Surat Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Ballk
Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajlb
Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

8, Paraturan Menteri Keuangan Nomor
15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan
luran Wajlb Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan
Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum DI
Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut Dan
Udara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan
Sumbangan Wajlb Dana Kecelakaan Lalu Lintas
Jalan;

10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa
Tengah;

12.Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawai
Tengah, Kepala Badan Pengeiola Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pt. Jasa Raharja
Cabang Utama Jawa Tengah
Nomor: PB/1/X1/2021
Nomor: 973/16.610
Nomor: P/31/5P/2021




tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu
Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas
Pandapatan Dan Pangelolaan Asel Daerah Provinsi
Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang
Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomor
041.7/0077, Dan Nomar P/1/5P/2012 tentahg
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat
Jawa Tengah.

8. | SARANA,
PRASARANA
DAN/ATAU
FASILITAS

Tempat parkir

Ruang tunggu

Ruang Acluan

Ruang Laktasi

Pajok Baca

Smooking Area

Musholla

Gensat

. 'Area bermain anak

10.Tollet (Pria, Wanita dan Difable)
11.Tempat Sampah

12.Air Minum

13, Wif|

14, Tempat charger HP

15.Kursi Roda

16.Jalan khusus difable

17.Media Informasl layanan pajak
18.Loket pembayaran

19. Komputer

20.Printer

21,Cash Register

22.AC

23.TV

24. Kursi wajlb pajak

25.Mesin antrian

26.CCTV

27.P3K

28.APK

9. | KOMPETENSI 1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah

W0 N O TR N e




| PELAKSANA 2, Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat
3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB,
SWDKLLAD, dsb.)
4. Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan Pajak |
(PNBP)
5. Pengetahuan pelayanan publik
| 6. Pengetahuan dasar-dasar administrasi
10, | PENGAWASAN ]Peiaksanaan harian dilakukan oleh Kepala UPPD,
INTERNAL Koordinator SAMSAT, Kepala Seksi Pajak Kendaraan
Bermotor, Kepala Perwakilan dan Kasubag SW Dan
_ - | Humas dengan cara mengawasi jalannya pelayanan.
11. | JUMLAH |6 (enam) pelaksana (BAPENDA, Kepaolisian dan Jasa
_ PELAKSANA Raharja)
'12. | JAMINAN 1. Wajib  Pajak vyang memenuhl persyaratan
PELAYANAN pendaftaran mendapatl pelayanan pembayaran pajak
kendaraan
2. Wajib Pajek mendapatkan tanda terima pembayaran
3. Wajlb Pajak menerima Informasl Pelayanan Pajak
Kendaraan Bermotor dan informasi penyampaian
keluhan
13. | JAMINAN 1. Petugas Keamanan ' -
KEAMANAN DAN 2. Petugas parkir
KESELAMATAN 3. CCTv
14, | EVALUAS] Evaluasi dilakukan dalam bentuk:
KINERJA 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakal
PELAKSANA 2. Pelaksanaan tindak lanmut hasil SKM
3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)




13. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR BALIK

NAMA KEDUA (BBNKB II)
' NO KOMPONEN URAIAN - -
1. | PERSYARATAN Dokumen persyaratan:

| Lidentitas diri:
| a. Perorangan: Identitas dirl yang sah (KTP atau
| KITAS sesuai nama/alamat baru)
b, Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani
| oleh pimpinan dan dibubuhl cap Badan vyang
bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk bagl yang diberikan tugas
c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan
BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan
Badan Internasional melampirkan Surat Tugas
ditanda tangani cleh pimpinan dan dibubuhl cap
instansi yang bersangkutan, dan fotokopl Kartu
Tanda Penduduk bagl vang dibesikan tugas.
2. Kutipan risalah lelang untuk kendaraan bermator hasil
lelang penahapusan dinas instansi pemerintah
3. Akta hibah bagi pemindahtanganan karena hibah
4. Akta penyertaan bagl pemindahtanganan karena
penyertaan Kendaraan bermotor sebagai modal
5. Akta penggabungan bagi pemindahtanganan karena
penggabungan perusahaan berbadan hukum
6. Akta pembagian harta benda bagi pem{ndahtanganl
karena perceraian; atau |
7. Akta pernyataan tukar menukar dari kedua belah
pihak
8. Dokumen kendaraan bermotor (STNK dan BPKB,
serta arsip STNK dan BPKB)
9. Hasil cek Fisik Kendaraan bermotor.
10.NRKB dari Kepolisian (Satlantas Unit BPKB)
11.5POPD yang telah diisi dan ditandatangani
12.Bukti pelunasan DPWKP (Khusus Angkutan Umum
Plat Kuning)

N |

SISTEM

1. Melakukan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Balik




'MEKANISME DAN
PROSEDUR

Nama Kedua

Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen
Menetapkan besaran PKB, BBNKB I1I, SWDKLLAJ,
PNBP dan yang harus dibavar dan mencetak SKKP
Mermverifikas) SKKP

Menerima Pembayaran SKKP

Mencetak STNK

Mencetak TNKB

Menyerahkan SKKP, STNK, dan TNKB

Mengarsipkan Dokumen Kendaraan bermotor

3 P

e b B JE

JANGKA WAKTU
PENYELESAIAN

Jangka waktu mulai melakukan pendaftaran kendaraan
bermotor balik nama kedua sampai mengarsipkan
dokumen kendaraan bermotor maksimal 45 menit

BIAYA/TARIF

1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajsk
(PNBP) vyang berlaku pada Kepolisian WNegara
Republik Indonesia sesual dengan peraturan
permerintah  Republik Indonesia Nomor 76 Tahun
2020:

a. Penerbitan STNK :
- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-
b, Penerbitan TNKB :
- Roda 4 atau leblh Rp 100.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-
2. Bea Ballk Nama Kendaraan Barmotor (BBNKB] :
a. Tarif BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya:

1) 1% untuk penyerahan kendaraan orang
pribadi, badan, angkutan umum, hibah dan
waris

2) 1% untuk kendaraan bermotor (eks CC/CD,
eks Badan-badan Internasional dibawah PBB,
Eks Kontraktor Asing yang tidak diresksport)
dari Badan Penyalur kepada plhak ke 11 (
Badan Penyalur sudah mengajukan STNK
tetap/sudah membayar BENKB)

3) 1% untuk penyerahan kendaraan bermotor
lelang barang sitaan




b. Dasar pengenaan BBNKB adalah NJXB
C. Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif
dengan dasar pengenaan BBNKB
3. Pajak Kendaraan Bermotor {PKB)
a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk
kepemiilikan pertama:
1)1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan
bermotor pribadi dan badan
2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum
3)0,5% untuk kendarzan bermotor Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah,
ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam
kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial
dan keagamaan
b. Tarif PKB Progresif
1) 2% untuk kepemilikan kedua
2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga
3) 3% untuk kepemilikan keempat
4) 3,5%untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
5) Ketentuan Progresif :
a) Kepemilikan Pribadl (TNKB Hitam/Putih)
b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda
2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan
bermotor roda 2 (dua) dengan Isi silinder
195 cc sampal dengan 199 cc secara teknis
dikategorikan dalam klasifikasl 200 c¢ dan
Kendaraan bermotor roda 4 (empat)
meliputl kendaraan penumpang pribadi jenis
Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus
€) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan
kendaraan bermotor didasarkan pada nama
dan alamat yang sama dalam satu keluarga
yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga
(KK)
d) Penentuan urutan kepemllikan berdasarkan
tanggal penyerahan
e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua)




dan roda 4 (empat) dilakukan secara
terpisah
c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian darl
2(dua) unsur pokok:
1) NJKB
2) Babot yang mencerminkan secara relatif tingkat
kerusakan  jalan  danfatau  pencemaran
lingkungan akibat penggunaan kendaraan
barmotor.
4, Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu
Lintas Angkutan Jalan:

Golongan A Sepeda motor (0
S0cc kebawah,
mobil ambulance,
mobil  jenazah,
dan mobil
pemadam
kebakaran

Golongan Keterangan | Tarif (Rp) \

Golongan B Maobil derek dan | 20.000
sejenisnya
Golongan C1 Sepeda motor, | 32.000
| sepeda kumbang
dan soooter
diztas S0cc s.d
250cc dan
kendaraan
bermotor  roda
tiga
Golongan C2 Sepeda  molor | BD.00D
dan scooter
diatas 250cc
Golongan DP Pick Up/mabil | 140.000
barang 5.4
2.400cc, sedan,
1eep dan  mobil
penumpang
bukan angkutan

Golongan DU | Mobil 70.000

penumpang
angkutan  Lmum |




s.d 1.600cc
Bus dan Microbus | 150,000
bukan angkutan
| umLim

Bus dan Microbus | 87.000
bukan angkutan
umum, serta
mobil
penumpang
angkutan  umum
lainnya diatas
1.600cc

Truck,  mobil | 160.000
tangki, miokil
gandengan,
miabil barang
diatas  2.400cc, Il
truck container
dan sejenisnya
Setiap jenis kendaraan dikenakan biaya penggantian

pembuatan kartu dana / sertifikat sebesar Rp3.000,-

e ———

‘Golongan EU

Golongan F

PRODUK LAYANAN | 1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-

KB, SWDKLLAJ dan PNBP
' 2. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)

| 3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

PENANGANAN
PENGADUAN,
SARAN DAN

| MASUKAN

1. Pengaduan melalul kotak saran;

2. Pengaduan melalul Laporgub dan SP4N;

3. Pengaduan melalui media sodal (Instagram/Twitter/
Facebook)

4. Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, Pesan
Singkat {SME‘.] pada masing-masing unit kerja.

DASAR HUKUM

———

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang |
Dana Pertanggungan Wajib Kecalakaan Penumpang;

Z. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang
Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas
Jalan;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata |
Cara Pemungutan Pajak Daerah; |




5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76
Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarf Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem
Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan
Bermotor;

7. Instruksi Bersama Menteri Periahanan dan
Keamanan, Menterl Dalam Negeri dan Meanteri
Keuangan Nomor  Ins/03/M/X/1999, Nomor 29
Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang
Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal dibawah
Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik
Mama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib
Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

‘ 8. Peraturan Menter Keuangan Nomar |

15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan
Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajlb Kecelakaan |
Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di|
Darat, Sungal/Danau, Ferl/Penyeberangan, Laut Dan
Udara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Namor
16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas
Jalan;

10, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2

‘ Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah

sabagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa




| SARANA,
PRASARANA
DAN/ATAU
FASILITAS

Tengah;

12 Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa

Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Provinsl Jawa Tengah dan Kepala PT. Jasa Raharja
Cabang Utama Jawa Tengah

Nomaor: PB/1/X1/2021

Nomaor: 973/16.610

Nomor: P/31/5P/2021

tentang Pencabultan Peraturan Bersama Direktur |alu
Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas
Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi
Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang
Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Normor
041.7/0077, Dan Nomar P/1/SP/2012 tentang
standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat
Jawa Tenaah.

L. Tempat'parklr

2. Ruang tunggu

3. Ruang Aduan

4. Ruang Laktasi
5. Pojok Baca

6. Smoking Area

7. Musholla

8. Gensat

9. Area bermain anak
10.Tollet (Pria, Wanita dan Difable)
11.Tempat Sampah

12, Alr Minum

13. Wifi

14. Tempat charger HP

15.Kursi Roda

16.]Jalan khusus difable

17.Media Informasi layanan pajak
18. Loket pembayaran

19, Komputer

20, Printer

21.Cash Register




| 22.AC

23.TV

24.Kursl wajib pajak
25.Mesin antrian

26.CCTV
27,P3K
‘ 28.APK _ |
G. | KOMPETENSI 1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah
PELAKSANA 2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat
3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB,
SWDKLLAI, dsb.)
4. Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
5. Pengetahuan pelayanan publik
6. Pengetahuan dasar-dasar adminimsl
10, PENGAWASAN Pelaksanaan harian dilakukan oleh Kepala UPPD,
INTERNAL Koordinator SAMSAT, Kepala Seks| Pajak Kendaraan
Bermotor, Kepala Perwakilan dan Kasubag SW Dan
Humas dengan cara mengawasi jalannya pelayanan.
11. | JUMLAH 6 (enam) pelaksana (BAPENDA, Kepolisian dan Jasa |
PELAKSANA | Raharja)
12. | JAMINAN 1. Wajib  Pajak yang memenuhi persyaratan
PELAYANAN pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak
kendaraan
2. Waijib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran
3. Wajib Pajak menerima Informasi Pelayanan Pajak
Kendaraan Bermotor dan informasi penyampaian
keluhan
13. | JAMINAN 1 1. Petugas Keamanan
KEAMANAN DAN 2. Petugas parkir
KESELAMATAN 3. CC1v
14. | EVALUASI | Evaluasi dilakukan dalam bentuk:
KINERJA 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
PELAKSANA 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM

3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)




14. STANDAR PELAYANAN PENGHAPUSAN REGISTRASI KENDARAAN
BERMOTOR DAN OBYEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

1.

NO |  KOMPONEN

URAIAN

PERSYARATAN

L ‘tanggapan berfaku 1 bulan

Dokumen persyaratan:
1. Syarat Penghapusan Regident Kendaraan Bermotor
oleh Pemilik Kendaraan:
a. Surat permohonan
b, KTP
c. Surat Pernyataan Dbermeterai cukup vang
menyatakan kendaraan bermotor tidak di

operasionalkan
BPKB

STNK
TNKB
Foto kendaraan bermotor
SKKP tahun terakhir
Bukt pelunasan DPWKP (Khusus Angkutan
Urnum Plat Kuning)
2. Penghapusan alas dasar pertimbangan pejabat
regident dilakukan jika :
a. Kendaraan bermotor rusak berat sehingga tidak
dapat dioperasionalkan
b. Pemillk kendaraan bermotor tidsk melaksanakan
registras| ulang sekurang-kurangnya 2 (dua)
tahun setelah habis masa berlaku STNK
3. Ketentuan  Penghapusan  Regldent Kendaraan
Bermotor atas pertimbangan pejabat regident
kendaraan bermotor:
&. Mengirim surat peringatan pertama untuk jangka
waktu 1 bulan
b. Menglrim surat peringatan kedua apablla pemilik
kendaraan  bermotor  tidak memberikan
tanggapan berlaku 1 bulan
€. Mengirim surat peringatan ketiga apabila pemilik
kendaraan  bermotor  tidak memberlkan

—Femea

- — )




MEKANISME DAN
PROSEDUR

“d. Penghapusan dilakukan setelah 1 bulan sejak |
peringatan ketiga tidak ditanggapt oleh pemilik
kendaraan bermotor

e, Surat peringatan disampaikan secara manual atau
elektronik
Penghapusan  regident  kendarsan  bermotor
ditindaklanjutl dengan penghapusan objek pajak
kendaraan bermotor dengan berita acara antara
Kasatlantas/Kanit Regident dan Kasl PKB diketahul
Kepala UPPD.
4. Penghapusan tidak berlaku bagi kendaraan
a. Diblokir
b. Dalam proses lelang

c. Kendaraan bermotor yang rusak berat masih
dalam perbaikan

d. Kendaraan bermotor barang bukti kecelakaan
lalu lintas

1. Mengajukan Permohonan Penghapusan Registrasi

Kendaraan Bermotor dan Obyek Pajak Kendaraan

Bermotor

2. Memproses Permohonan dan atau ldentifikas
Penghapusan Regjstrasi Kendaraan Bermotor dan
Obyek Pajak Kendaraan Bermotor

3. Memverifikasi Permohonan Penghapusan Registrasi
Kendaraan Bermotor

4, Walib pajak mengajukan permohonan penghapusan
plutang pajak kendaraan bermotor

5. Menetapkan besaran PKB, PNBP, dan SWOKLLAJ
yang harus dibayar dan mencetak SKKP

6. Memverifikasi SKKP

7. Menerima Pembayaran PKB, PNBP, dan SWDKLLAJ

8. Melaksanakan Penghapusan Reglstrasi Kendaraan
Bermotor dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor

9. Menghapus Obyek Pajak Kendaraan Bermotor

3. | JANGKA WAKTU
PENYELESAIAN

i Jéngka waktu mulali  mengajukan perrmhnnan'

penghapusan registrasi kendaraan bermotor dan objek |




=

6.

| DASAR HUKUM

B

pajak kendaraan bermotor maksimal 3 bulan, '|

| BIAYA/TARIF

| PRODUK LAYANAN

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan
sesual dengan pengajuan penghapusan keringanan
pajak kendaraan bermotor ‘

1.

Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PEE,'BBN-
KB, SWDKLLAI dan PNEP

Berita Acara penghapusan regident

Surat keputusan panghapusan PKB |

PENANGANAN
PENGADUAN,
SARAN DAN
MASUKAN

G

i

Pengaduan melalui kotak saran; |
Pengaduan melalul Laporgub dan SP4N;

Pengaduan melalui media social (Instagram/Twitter/
Facebook)

Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, Pesan
Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang

Kearmanan, Menter! Dalam Negerl dan Menter

Dana Pertanggungan Wajlb Kecelakaan Penumpang;
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang |
Dana Pertanggungan Walib Kecelakaan Lalu-Lintas
Jalan;

Undang-Undang Nemor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribus| Dasrah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomaor 55
Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Peraturan Pamerintah Republik Indonesia Nomor 76
Tahun 2020 tentang Jenls dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5|
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan  Sistem
Administrasl  Manunggal Satu  Atap Kendaraah
Bermotor,;

instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan

Keuangan Nomor  Ins/03/M/X/1999, Nomor 29
Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang
Pelaksanaan Sistem Admimstrasi Hanunggal dibawah




Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor |
Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Ballk
Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib
Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan
furan Waijib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan
Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum DI
Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut Dan
Udara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomar
16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan
Sumbangan Wajlb Dana Kecelakaan Lalu Lintas
Jalan;

10. Paraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2017 f{entang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsl Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsl Jawa
Tengah;

12.Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa
Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pt. Jasa Raharja
Cabang Utama Jawa Tengah
Nomar: PB/I/X1/2021
Nomor: 973/16.610
Nomor: P/31/5P/2021
tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu
Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas
Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi
Jawa Tengah, dan Kepala PT, Jasa Raharja Cabang
Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomor |




041,7/0077, Dan Nomor P/1/5P/2012 tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat
Jawa Tengah,

SARANA,
PRASARANA
DAN/ATAU
FASILITAS

Tempat parkir
Ruang tunggu
Ruang Aduan
Ruang Lakias
Pojok Baca
Smoking Area
Musholla

Genset

. Area bermain anak
10.Tollet (Pria, Wanita dan Difable)
11. Tempat Sampah

12. Air Minum

13.Wifi

14. Tempat charger HP
15.Kurst Roda

16.Jalan khusus difable
17.Media informasi layanan pajak
18.Loket pembayaran
19. Komputer
20.Printer

21.Cash Register

22 .AC

23.TV

24, Kurs| wajlb pajak
25. Mesin antrian
26.CCTV

27.P3K

28.APK

00 NG R

0,

KOMPETENSI
PELAKSANA

(S i —

1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah

2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat

3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKE,
SWDKLLAJ, dsb.)

4. Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)




5. Pengetahuan pelayanan pubiik
‘ 6. Pengetahuan dasar-dasar administras
10.  PENGAWASAN Pelaksanaan harian dliakukan oleh Kepala UPPD,
INTERNAL Koordinator SAMSAT, Kepala Seksi Pajak Kendaraan
Bermotor, Kepala Perwakllan dan Kasubag SW Dan
Humas dengan cara mengawasi jalannya pelayanan.
11. | JUMLAH 6 (enam) pelaksana (BAPENDA, Kepolisian dan Jasa
‘ PELAKSANA Raharja)
|12. JAMINAN 1. Wajlb  Pajak yang memenuhi  persyaratan
PELAYANAN pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak
kendaraan
2. Wajib Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran
3. Wajib Pajak menerima Informasl Pelayanan Pajak
Kendaraan Bermotor dan informasi penyampaian
| keluhan
13. | JAMINAN 1. Petugas Keamanan
KEAMANAN DAN | 2. Petugas parkir
KESELAMATAN |3, cCTV
14, 'EVALUASI Evaluasi dilakukan dalam bentuk:
KINERJA 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
PELAKSANA 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasll SKM
| 3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)




15. STANDAR PELAYANAN PENGHAPUSAN REGISTRASI KENDARAAN
BERMOTOR DAN OBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ATAS
KENDARAAN LELANG HASIL SITAAN NEGARA/PENGADILAN

NO | KOMPONEN | URAIAN
1. PERSYARATAN Dokumen persyaratan:

1. Permohonan dari pemenang lelang

2. Identitas diri pemenang lelang

a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP atau
KITAS sesuai nama/alamat baru)

b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani
oleh pimpinan dan dibubuki cap Badan yang
bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk bagi yang diberikan tugas

c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan

‘ ‘ BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan

Badan Internasional melampirkan Surat Tugas
ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap
instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu
Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas.
Risalah lelang
Cek fisik kendaraan bermator
STNK dan BPKB (jika ada)
Surat keputusan Haki (Inkrah)
2. | SISTEM Pemenang Lelang mengajukan  Permohonan
MEKANISME DAN pendaftaran regident
PROSEDUR Verifikasi data Regident Kendaraan bermator
. Menetapkan besaran PKB, PNBP dan SWODKLLAJ
yang harus dibayar dan Mencetak SKKP
4. Memverifikasi SKKP
5. Menerima Pembayaran SKKP
6. Penghapusan Obyek Pajak kendaraan bermotor
| | 7. Penyerahan dokumen kepada wajlb pajak |
JANGKA WAKTU Jangka waktu mulai dari pemenang lelang mengajukan
PENYELESAIAN permohonan penghapusan registrasl di  Samsat
kendaraan terdaftar sampal penyerahan dokumen
. kepada wajib pajak maksimal 45 menit.
4.  BIAYA/TARIF 1, Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negars
Republik Indonesia sesuai dengan peraturan
pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun
| 2020:
a. Penerbitan STNK :
- Roda4ataulebih  Rp200.000- |

(o bW

W

3.




- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,- 1
b. Penerbitan TNKB :

- Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-

- Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-
2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk

kepemilikan pertama:

1)1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan
bermotor pribadi dan badan

2)1 % untuk kendaraan bermotor angkutan

umum
3)0,5% untuk kendaraan bermotor Permerintah
Pusat dan pemerintah daerah,

ambulans/jenazah soslal keagamaan, pemadam
kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial
dan keagamaan
b. Tarif PKB Progresif
1) 2% untuk kepemilikan kedua
2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga
3) 3% untuk kepemilikan keempat
4) 3,5%untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
5) Ketentuan Progresif :

a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih)

b) Jenis Kendarsan : Kendaraan bermotor
roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk
kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan
isl silinder 195 cc sampai dengan 199 cc
secara teknis  dikategorikan  dalam
klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor
roda 4 (empat) meliputi kendaraan
penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep,
Minibus, dan Mikrobus

¢) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan
kendaraan bermotor didasarkan pada nama
dan alamat yang sama dalam satu keluarga
yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga
(KK)

d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan
tanggal penyerahan

e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua)
dan roda 4 (empat) dilakukan secara




. Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu

terpisah
c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari
2(dua) unsur pokok:

1) NJKB dan;

2) Babot yang mencerminkan secara relatif tingkat
kerusakan  jalan  dan/atau  pencemaran
lingkungan akibat penggunaan kendaraan |
bermotor.

d. Pengenaan PKB dan BENKB kendaraan bermotor
listrik berbasis baterai untuk orang atau barang
diberikan insentif yang ditetapkan cleh Gubernur,

Lintas Angkutan Jalan:
Golongan Keterangan Tanf (Rp)
Golongan A Sepeda molor | 0
50cc  kebawah,
mobil
ambulance,
mobil  jenazah,
dan mobil
pemadam
kebakaran

Golongan B Mobill derek dan | 20.000
1 sejenisnya
Galongan C1 Sepeda motor, | 32.000
sepeda kumbang
dan scooter
diatas 50cc s.d
250cc dan
kendaraan
hermotor roda
| tiga
Golongan C2 Sepaeda  motor | 80.000
dan scooter
diatas 250cc
Golongan DP Pick  Up/mabil | 140,000
barang s.d
2.400cc, sedan,
jeep dan  mobil
penumprng
bukan angkutan
umum .
Golongan DU Mobil 70,000
penumpang |
angkutan  umum
s.d 1.600cc




| PRODUK LAYANAN

Golongan EP Bus dan | 150.000
Microbus  bulkan
angkutan umum .
Golongan EU Bus dan | 87.000
Microbus  bukan
angkutan umum,
serta miobil
penumpang

angkutan urnum
lainnya  diatas
Golongan F Truck, mobil | 160.000
tangki, mobil
gandengan,

mobil harang
diatas  2.400cc,
truck  container
dansefenisya | |
Setiap jenis kendarean dikenakan biaya penggantian

| pernbuatan kartu dana / sertifikat sebesar Rp3.000,-

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-
KB, SWDKLLAJ dan PNBP

Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

Pengaduan melalui media social (Instagram/ Twitter/

4. Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, Pesan

2. Berita acara penghapusan regident

3.

4.
PENANGANAN 1. Pengaduan melalui kotak saran;
PENGADUAN, 2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
SARAN DAN 3.
MASUKAN Facebook)
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang
Dana Pertanggunaan Wajib Kecelakaan
Penumpang;

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang
Dana Pertanggungan Waijib Kecelakaan Lalu-Lintas
Jalan;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

‘4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomar 55

Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76
Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada




Kepolisian Negara Republik Indonesia;

_ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem
Administrasi  Manunggal Satu Atap Kendaraan
Bermotor;

. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan
Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menten
Keuangan Nomor  Ins/03/M/X/1999, Nomor 29
Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang
Pelaksanaan Gistem Administrasi Manunggal
dibawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda
Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan
Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu
Lintas Jalan;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomar
15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan
Iuran Waijib Dana Pertanagungan Wajib Kecelakaan
Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di
Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut
Dan Udara;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor |
16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Llnta5|
Jalan;

10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa
Tengah;

12.Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa
Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan
Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pt. Jasa
Raharja Cabang Utama Jawa Tengah




SARANA,

PRASARANA
DAN/ATAU
FASILITAS

KOMPETENSI
PELAKSANA

LENDU B W

Nomor: PB/I/X1/2021
Nomor: 973/16.610
Nomor: P/31/5P/2021
tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu
Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas
Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi
Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang
Utama Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomar
041.7/0077, Dan Nomor PR/1/S5P/2012 tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat
Jawa Tengah.

. Tempat parkir

Ruang tunggu
Ruang Aduan
Ruang Laktasi
Pojok Baca
Smooking Area
Musholla

Genset

Area bermain anak

10. Toilet (Pria, Wanita dan Difable)
11. Tempat Sampah

12. Air Minum

13. Wifi

14, Tempat charger HP

15.Kursi Roda

16.Jalan khusus difable

17.Media informasi layanan pajak
18. Loket pembayaran

19. Komputer

20. Printer

21.Cash Register

22.AC

23. TV

24. Kursi waijib pajak

25.Mesin antrian

26.CCTV

27.P3K

1.
2.
3.

4,

| 28.APK

Pengetahuan tentang Pajak Daerah

Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat
Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB,
SWDKLLA]J, dsb.)

Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan Pajak




10.

11,

|12,

(PNBP)
5. Pengetahuan pelayanan publik
6. Pengetahuan dasar-dasar administras|

14,

' PENGAWASAN Pelaksanaan harian dilakukan oleh Kepala UPPD,
INTERNAL Koordinator SAMSAT, Kepala Seksl Pajak Kendaraan
‘ Bermotor, Kepala Perwakilan dan Kasubag SW Dan
' Humas dengan cara mengawasi jalannya pelayanan.
JUMLAH 6 (enam) pelaksana (BAPENDA, Kepolisian dan Jasa
PELAKSANA Raharja)
"JAMINAN 1. Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan
PELAYANAN pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran
pajak kendaraan
2. Wajib Pajak mendapatkan tanda tenima
pernbayaran
3. Wajlb Pajak menerima Informasi Pelayanan Pajak
Kendaraan Bermotor dan informasi penyampaian
keluhan
| JAMINAN 1. Petugas Keamanan
KEAMANAN DAN 2. Petugas parkir
KESELAMATAN 3. CCTV
EVALUASI | Evaluasi dilakukan dalam bentuk:
KINERJA 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
PELAKSANA 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM

3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)




16. STANDAR PELAYANAN PEMBLOKIRAN KENDARAAN BERMOTOR

NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

| SiSTEM

| PERSYARATAN

Dokumen persyaratan:
1.

Fotokopt (dentitas Pemohon vang sah sesual data
kendaraan bermotor (apabila diwakilkan wajib
dilengkapi dengan surat kuasa)

. Surat permohonan dari penyidik atau  penuntut

umum

. Surat permohonan dari  panitera berdasarkan

penetapan hakim atau putusan pengadilan

. Surat permohonan dari kreditur dengan melampirkan

fotokopi sertifikat fidusia

. Surat permohonan darl pemilik kendaraan bermotor

dengan melampirkan surat permohonan bermetera
cukup dan bukti pemindahtanganan kepemilikan
(biokdr jual beli)

MEKANISME DAN
PROSEDUR

6.

¥

. Permohonan mengajukan permohonan pemblokiran

kendaraan bermolor

. Memeriksa kelengkapan persyaratan
. Unit pelaksana Regident di Samsat mengajukan

permohonan Blokir ke Kasatlantas pada tingkat
Polres/Polresta atau Kasubdit Min Regident pada
tingkat Polda

. Kasubdit Min Regident alau Kasatlantas setempat

melakuan verifikasi dan Pemblokiran atas ajuan dar
Samsat

. Memberikan informas! kepada regldent di Samsat

bahwa Status Kendaraan telah diblokir

Memberikan Surat Tindasan Blokir ke Petugas
Bapenda di UPPD/Samsat

Petugas Bapenda menonaktifkan status pajak
kendaraan barmotor.

T JANGKA WAKTU

PENYELESAIAN

Jangka waktu mulal darl pemohon mengajukan
permchonan pemblokiran kendaraan bermotor sampai
dengan penonaktifan status pajak kendaraan bennctnrl
maksimal 50 menit




2.

BIAYA/TARIF Pemblokiran Kendaraan bermotor tidak dikenakan PKB,
BBNKB, SWDKLLAJ, dan PNBP

PRODUK LAYANAN | Surat keterangan blokir

| PENANGANAN 1. Pengaduan melalul kotak saran;

PENGADUAN, 2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;

SARAN DAN 3. Pengaduan melalul media sosial (Instagram/Twitter/

MASUKAN Facebook)
4. Pengaduan melalui cadicenter dan whatsapg, Pesan

Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang

Dana Pertanggungan Wajlb Kecelakaan Penumpang;
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang
Dana Pertangqungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas
Jalan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusl Daerah;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55

Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76
Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarf Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Presiden Republlk Indoresia Nomor 5
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem
Administrasi  Manunggal Satu Atap Kendaraan
Bermotor;

Instruksi Bersama Menteri Pertahanan  dan
Keamanan, Menteri Dalam Negerl dan Menter|
Keuangan Nomor Ins/03/M/X%/1999, Nomor 29
Tehun 1999 dan Nemor 6/IMK.014/1999 fentang
Pelaksanaan Sistem Administras| Manunggal dibawah |
Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor |
Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan!
Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermiotor dan
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Ballk
Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib




. Peraturan Menteri Keuangan Namor

10. Peraturan Kepolislan Nomor 7 Tahun 2021 tentang

11.Peraturen Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2

12.Peraturan Bersama Kepala Kepolilsian Daerah Jawa

Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan
luran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan
Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di
Darat, Sungal/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut Dan
Udara;

16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas
Jalan;

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah
sebagaimana tetah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomaor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa
Tengah;

Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pt. Jasa Raharja
Cabang Utama Jawa Tengah

Nomor: PB/1/X1/2021

Nomor: 973/16.610

Nomor: P/31/5P/2021

tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur Jalu
Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala D!nasi
Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi |
Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jass Raharja Cabang
Utama Jawa Tengah Norior 01 Tahun 2012, Nomor
041.7/0077, Dan Nomor P/1/SP/2012 tentang
Standar Operasional Prosedur Pelavanan Samsat |
Jawa Tenagah. |

8.

"SARANA,
| PRASARANA

1. Tempat parkir
| 2. Ruang tunggu




DAN/ATAU
FASILITAS

° @ NS WA W

Ruang Aduan
Ruang Laktasi
Pojok Baca
Smoking Area
Musholla

Gensel

. Area bermain anak
m Tollet (Pria, Wanita dan Difable)
11. Tempat Sampah
12.Alr Minum

13, Wifi

14. Tempat charger HP
15.Kursi Roda

16.Jalan khusus difable
17.Media Informasl layanan pajak
18. Loket pembayaran
19, Komputer
20.Printer

21.Cash Register
22.AC

23.TV

24 Kursl wajib pajak

' 25.Mesin antrian
 26.CCTV

27.P3K
28.APK

10,

KOMPETENSL

PELAKSANA

1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah

2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat

3, Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB,
SWDKLLAJ, dsh.)

4. Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNEP)

5. Pengetahuan pelayanan publik

b. Pengetahuan dasar-dasar administrasi

PENGAWASAN

11.

Pelaksanaan haran dilakukan oleh Koordinator SAMSAT
dilakukan dengan cara mengawasl Jalannya pelayanan

1 (satu) pelaksana (POLRI)




| 12.

PELAKSANA

JAMINAN
PELAYANAN

13.

JAMINAN
KEAMANAN DAN

KESELAMATAN

14.

| EVALUASI

KINERJA
PELAKSANA

1. Wajib  Pajak vyang memenuhl  persyaratan
pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak
kendaraan

2. Wajlb Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran

3. Wajib Pajak menerima Informasi Pelayanan Pajak
Kendaraan Bermotor dan informasi penyampaian
keluhan

1. Petugas Keamanan

| 2. Petugas parkir

3. cciv

Evaluasi dilakukan dalam bentuk:
1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
2. Pelaksanaan tindak lanjut hasll SKM

3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)




17.STANDAR PELAYANAN BUKA PEMBLOKIRAN KENDARAAN BERMOTOR

{m | KOMPONEN URAIAN )
1. | PERSYARATAN Dokumen persyaratan:
1. Surat rekomendasi pembukaan blokir tindak
perdata/pidana dari penyidik dilampiri Fotokopl
SP3/Inkrah dari penaadilan.
I 2. Fotokopi Identitas diri yang sah (KTP) sesual data
kendaraan bermotor
‘ 3. Fotokopl BPKB,
4. Fotokopl STNK,
| 5. Fotokopl Cek Fisik,
6. Untuk buka blokir keperiuan mutasi/BBNKB 11
dilengkapi kuitansi Jual-Beli.
7. Surat permohonan darl penyldik atau penuntut
Umum
8. Surat permohonan dar panitera Dberdasarkan
penetapan hakim atau putusan pengadilan
2. | SISTEM 1, Mengajukan  permohonan  Buka  Pemblokiran
MEKANISME DAN Kendaraan Bermotor
PROSEDUR 2. Memeriksa kelengkapan persyaratan
3. Unit pelaksana regident di Samsat mengajukan
permohonan Buka Blokir ke Kasatlantas pada tingkat
Polres/Polresta atau Kasubdit Min Regident pada
tingkat Polda
4. Kasubid Min Regident atau Kasatiantas melakukan
verifikasi dan buka Pemblokiran atas ajuan dan
Samsat
5. Pemberian informasl kepads regldent di Samsat
| bahwa Status Kendaraan telah dibuka blokir
| 6. Arsip berkas rekomendasi buka blokr
3. | JANGKA WAKTU Jangka waktu muiai dari proses pengajuan permehonan
. ‘ PENYELESAIAN sampai pengarsipan berkas maksimal 60 menit
4, ‘ BIAYA/TARIF | Buka blokir Kendaraan bermotor tidak dikenakar PKB,
BBNKB, SWDKLLAJ, dan PNBP
5. | PRODUK LAYANAN | Status Kendaraan telah dibuka biokir )




. DASAR HUKUM

PENANGANAN
PENGADUAN,
SARAN DAN
MASUKAN

Pengaduan meialui kotak saran;
Pengaduan melalul Laporgub dan SP4N;

Pengaduan melalul media sosial (Instagram/Twitter/
Facebook)

Pengaduan melalul calficenter dan whalsagp, Pesan
Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.

. Undang—uridang Nomor 33 Tahun 1964 tentang

Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpanag;
Undang-Undang MNomor 34 Tahun 1964 tentang
Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas
Jalan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55

Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76

Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Presiden Republik Indonesia MNomor 5
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistemn
Administrasi  Manunggal Satu Atap Kendaraan
Bermiotor;

Instruksi Bersama Menteri Pertahanan -:lar'rI
Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menter|
Keuangan Nomor  Ins/03/M/X/1998, Nomor 29
Tahun 1992 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang
Pelaksanaan Sistem Administrasi Manungaal dibawah
Satu Arap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib
Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

ISIPMKH_IJIW_ZDI? Tentang Besar Santunan E_lan_




12 Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa

Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan
Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum DI
Darat, Sungal/Danau, FerifPenyeberangan, Laut Dan
Udara;

Peraturan Menter| Kelangan Nomaor
16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan
Sumbangan Waljib Dana Kecelakaan Lalu Lintas
Jalan;

10. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerzh
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi lawa Tengah Nomor 2
Tahun 2011 tentana Pajak Daersh Provinsi Jawa
Tengah;

Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pt. Jasa Raharja
Cabang Utama Jawa Tengah

Nomor: PB/1/X1/2021

Nomor: 973/16.610

Nomor: P/31/5P/2021

tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu
Lintas Kepolisian Dasrah Jawa Tengah, Kepala Dinas
Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi
Jawa Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang
Utama lawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomar
041.7/0077, Dan Nomor P/1/SP/2012 tentang |
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat

Jawa Tengah.

| SARANA,
PRASARANA
DAN/ATAL
FASILTTAS

B W e

Tempat parkir
Ruang tunggu

Ruang Aduan
Ruang Laktasi
Pnjoi:_Baca



| 6. Smoking Area ]

7. Musholla

8. Genset

9. Area bermain anak

10.Tollet (Pria, Wanita dan Difable)

11. Tempat Sampah

12, Alr Minum

13.Wifi

14, Tempat charger HP

15. Kursi Roda

16.Jalan khusus difable

17.Media Informasi layanan pajak I

18.Loket pembayaran

19. Komputer

20. Printer

21.Cash Register

22.AC

23.TV

24, Kurs! wajib pajak

25.Mesin antrian

26.CCTV

27.P3K

28.APK

9. | KOMPETENSI 1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah

PELAKSANA 2. Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat

3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB,

SWDKLLA], dsb.)
4. Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan Pajak |
(PNBP)

5. Pengetahuan pelayanan publik

6. Pengetahuan dasar-dasar administrasi

10. | PENGAWASAN | Pelaksanaan harian dilakukan oleh Koordinator SAMSAT

| INTERNAL dilakukan dengan cara mengawasl Jalannya pelayanan

11, [ JUMLAH

. | PELAKSANA |
12, ‘~"ﬁﬁiﬁiﬁ 1. Wajlb Pajak yang memenuhi persyaratan

1 {satu) pelaksana (POLRI)




PELAYANAN

13.

JAMINAN
KEAMANAN DAN
KESELAMATAN

L. Petugas Keamanan

pendaftaran mendapat pelayanan pembayaran pajak
kendaraan
2. Wajlb Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran
3. Wajlb Pajak menerima Informasi Pelayanan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Informasi penyampaian |
keiuhan

2. Petugas parkir
3. cCrv

14.

EVALUASI
KINERJA
PELAKSANA

Evaluasi dilakukan dalam bentuk:

1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
2. Pelaksanaan tindak ianjut hasil SKM

3. Pelaksanaarn Forum Komunikasl Publik (FKF)




18. STANDAR PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUNAN
MELALUT ONLINE (NEW SAKPOLE)

URAIAN

Menggunakan Aplikasi NEW SAKPOLE berbasis Android

Terlambat tidak lebih dari 10 bulan

Mendaftar melalui Aplikasi NEW SAKPOLE
Memverifikasi kendaraan bermotor
Penetapan PKB dan SWDKLLAJ

Menerbitkan E-TBPKP (Tanda Bukti Pelunasan
Kewajiban Pembayaran secara elektronik)
6. Mencetak SKKP di Samsat di lakukan oleh petugas

7. Mencetak SKKP secara elektronik
8. Pengesshan STNK dilakukan di Samsat oleh petugas

9. Pengesahan STNK secara elektronik

Darl proses pendaftaran sampal dengan cetak SKKP

NO |  KOMPONEN
1. PERSYARATAN 1,
2. STNK
3. KTP sesual STNK
4. Foto dirl a.n. STNK
5,
2. | SISTEM I,
MEKANISME DAN | 2.
PROSEDUR 3,
4. Menerima pembayaran
5,
Bapenda
Kepolisian
3. JANGKA WAKTU
PENYELESAIAN | Verifikasi maksimal 30 menit
4. | BIAYA/TARIF |

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
a, Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk

kepemilikan pertama sebesar 1,5% untuk kepemilikan
pertama kendaraan bermotor pribadi
b. Tarif PKB Progresif
1) 2% untuk kepemilikan kedua
2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga
3) 3% untuk kepemilikan keempat
4) 3,5%untuk kepemillkan kelima dah seterusnya
5) Ketentuan Progresif :
a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih)
b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2
(dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan
bermotor roda 2 (dua) dengan isi silinder 195 cc




sampal  dengan 199 cc secara teknis
dikategorikan dalam kiasifikasl 200 cc dan
Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi
kendaraan penumpang pribadl jenis Sedan,
Jeep, dan Minibus

¢) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan
kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan
alamat yang sama dalam satu keluarga yang
dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)

d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan
tanggal penyerahan

e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan
roda 4 (emipat) dilakukan secara terplsah

c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dan
2(dua) unsur pokok:

1) NJKB dan;

2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat
kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan
akibat penggunaan kendaraan bermator.

2. Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas

Angkutan Jalan:

Golongan  Keterangan | Tarif (Rp) |
Golongan A Sepeda  motor 0O

Golongan C1 Sepeda  motor, 32000
sepada  kumbang
dan scooter diatas
Sloc sd  250cc
dan  kendaraan
bermotor rodla
— o tiga

Golongan C2 Seperda moator dan | 80.000
sCOoter fiatas
Golongan DP Pick Up/mabil | 140.000
barang c.d
2.400cc, sadan,

jeep dan  mobil
penumpang

bukan angkutan

UImum




Setiap jenis kendaraan dikenakan biaya penggantian

pembuatan kartu danq / serifikat sebesar Rp3.000,-

PRODUK LAYANAN

Hasll pelayanan pendaftaran:

1.

E-SKKP  (Surat Ketetapan Elektronlk Kewajiban
Pembayaran) '
QR Code e-Pengesahan pada STNK

- PENANGANAN
PENGADUAN,
SARAN DAN
MASUKAN

WN N

Pengaduan melalul kotak saran;

Pengaduan melalul Laporgub dan SP4N;

Pengaduan melalul media social (Instagram/Twitier/
Facebook)

Pengaduan melalul calicenter dan whatsapp, Pesan
Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.

| DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 téﬁmng Dana

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor S5

. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan,

Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;

. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana

Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan;

. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 teritang

Informasl dan Transaksi Elektranik sebagaimana diubah
dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Daerah dan Retribusi Dagrah;

Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tats Cara
Pemungutan Pajak Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76
Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kepaolisian Negara Republlk Indonesia;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2015 teptang Penyelenggaraan Sistem Administrasi
Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;

Menter| Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor
Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1993 dan Nomor
6/IMK.014/1999  tentang  Pelaksanaan Sistem |




Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap Dalam
Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba
Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor, Bea Ballk Nama Kendaraan Bermotor Serta
Sumbangan Waiib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017
Tentang Besar Santunan Dan luran Wajlb Dana
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat
Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau,
Feri/Panyeberangan, Laut Dan Udara;

10.Peraturan Menterl Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017
Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

11. Peraturan Kepolisian MNomor 7 Tahun 2021 tentang
Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomar 2 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun |
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah Provinsi Jawa Tengah,

13.Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa
Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Pravinsl Jawa Tengah dan Kepala PT. Jasa Raharja
Cabang Utama Jawa Tengah
Nomor: PB/1/X1/2021
Nomor: 973/16.610
Nomaor: P/31/5P/2021
tentang Pencabutan Peraturan Bersama Direktur lalu
Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Dinas
Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa
Tengah, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Utama
Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2012, Nomor
041.7/0077, Dan Nomor P/1/SP/2012 tentang Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Samsat Jawa Tengah




8. | SARANA, ' 1. Handphone
PRASARANA 2. Aplikasi
DAN/ATAL 3. Koneksl Internet
| FASILITAS
9. | KOMPETENSI 1. Pengetahuan tentang Pajak Daerah
PELAKSANA 2. Penaetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat
3. Pengetahuan SAMSAT (SKKP, STNK, TNKB, SWDKLLAJ,
dsb.)
4. Pengetahuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
5. Pengetahuan pelayanan publik
6. Pengetahuan dasar-dasar administrasi
7. Bisa mengoperasikan aplikasl NEW-SAKPOLE
10. | PENGAWASAN | Pelaksanaan harian dilakukan oleh Badan Pengelola
INTERNAL Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian
Daerah Jawa Tengah, dan Jasa Raharja Jawa Tengah
Ho. || MLAR 1 {satu) Pelaksana verifikasi Kepolisian Republik Indonesia
PELAKSANA
12. | JAMINAN 1. Wajib Pajak yana memenuhl persyaratan pendaftaran
PELAYANAN mendapat pelayanan pembayaran pajak kendaraan
2. Wajlb Pajak mendapatkan tanda terima pembayaran
secara elektronik
3. Wajlb Pajak menerima Informasi Pelayanan Pajak
Kepdaraan Bermotor dan Informasi penyampaian
keluhan
13, JAMINAN Transaksi elektronik
KEAMANAN DAN
KESELAMATAN
14. | EVALUASI Evaluasi dilakukan dalam bentuk:
KINERJA 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
PELAKSANA 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM
3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)




19. PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PAJAK, KERINGANAN SANKSI
ADMINISTRATIF DAN PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN/ATAU BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

NO KOMPONEN URAIAN
3 PERSYARATAN 1. Surat Permohonan Keringanan WP: |
2. FC Identitas Diri;
3. FC STNK dan SKKP Terakhir;
4. Fotn Kendaraan
5, Bukt pendikiung Untuk ;

a. Kendaraan objek sitaan

» surat keterangan dan Instansi Penegak Hukum dan/atay
Penyidik yang menerangkan bahwa obyek pajak adalah
barang sitaan yang digunakan sebagal alat buktl perkara,

= Putusan pengadilan

= Surat penetapan status penggunaan Barang Milik Negara
yang dikeluarkan Kepala KPKNL setempat

b. Kendaraan hilang
» surat keterangan kehllangan darl kepolisian,
« surat dari kepalisian yang menunjukkan
pengembalian kendaraan yang hilang
c. Kendaraan rusak berat
e Surat Keterangan dari bengkel yang menyatakan
kendaraan tidak dapat diperbalki kemball
« Berita acara penelitian petugas UPPD
* Surat ajuan penghapusan regident kendaraan
bermotor ke Kepolisian
d. Wajib Pajak Badan yang tidak mampu bayar :
« Laporan keuangan selama 4 (empat) tahun
terakhir (Bagl Badan yang baru berdir kurang darl
4 (empat) tahun menyampaikan laporan keuangan
sejak Badan didirikan
« Surat pernyataan tidak sedang memperoleh
fasilitas insentif pengurangan, ketinganan atau
pembebasan pajak sejenis.

Khusus untuk pengajuan keringanan Wajlb Pajak
Badan yang tidak mampu membayar disertai Analisis
Laporan Keuangan yang memuat :

L a. Aspek Keuangan




2.

| SISTEM
MEKANISME DAN
| PROSEDLR

- Rasio Likuiditas (Current Ratio)
- Rasio Financial Distress (Springate)
- Rasio Solvabilitas (Equity Ratio)
- Rasio Profitabilitas (GPM)
- Rasio Profitabllitas (ROA)
- Rasio BOPO
b. Aspek Administratif
- RKAT/ Rencana Bisnis Perusahaan
- Kepatuhan Pembavyaran PKB;
- SPT Tahunan Badan Tahun terakhir

. Kepala UPPD mencermati, mengajukan pertimbangan,

. Kepala UPPD mengirimkan permohonan kepada Kepala

. Kepala Badan mendisposisikan permohonan kepada

. Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor memeriksa

. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Pengurangan,

Keringanan Dan Pembebasan Pokok PKB Serta Sanksi
Administratif PKB Dan/Atau BBNKB secara tertulis disertai
dengan alasan permohonan kepada Kepala UPPD

dan membuat surat pengantar permohonan. Kepala
UPPD dapat melakukan pengecekan fislk atas kendaraan
bermotor yang diajukan permohonan

BAPENDA Provinsl Jawa Tengah

Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor

. Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermator

mendisposisikan kepada Kepala Sub Bidang Pelaporan
dan Keberatan Pajak untuk melakukan pemeriksaan
berkas permohonan vyang diajukan UPPD untuk
selanjutnya akan dilakukan penagkajian bersama Tim
Teknis dan dapat melakukan peninjauan ke lokasl
kegiatan, seria apablla diperiukan dapat melakukan
konsultast ke Akuntan Publik terkait kajlan laporan
keuangan Badan.

. Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Keberatan Pajak

membuat Konsep Keputusan dan menyampaikan kepada

Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor |

|
ulang dan memberikan koreksi serta menyampaikan

konsep Surat Keputusan kepada Kepala Badan




B. Kepala Badan menerbitkan Surat Keputusan iitdaﬂ
permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan
pokck PKB serta sanksi administratif PKB dan/atau
BEBNKB
Besaran Pemberian  Pengurangan pokok  pajak,
keringanan sanksi administrasl dan pembebasan ;iajak|
kendaraan bermotor dan/atau bea ballk nama kendaraan
bermotor:

1. Objek pajak menjadi barang sitaan sebagal alat
buktl perkara: maksimal diberikan 100% atas
sanks| PKB dan/atau BBNKB |

2. Kendaraan bermotor hilang: maksimal diberikan
100% dari pokok dan/atau sanksi PKB

3. Kendaraan bermotor rusak berat dan tidak dapat
dioperasinalkan kemball serts dalam proses
pengajuan penghapusan regiden kendaraan
bermotor: diberikan 100% dari pokok dan sanksi
PKB

4. Ketidak mampuan wajib pajak badan membayar:
diberikan keringanan dengan rumusan presentase
: (Bobot dikurangi Nilal) x 100%

JANGKA WAKTU | Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen
PENYELESAIAN sampal dengan penyerahan SK maksimal 22 Harl
BIAYA/TARIF | Tidak dikenakan biaya |
PRODUK - Surat Keputusan atas permohonan pengurangan,
LAYANAN keringanan dan pembebasan pokok PKB serta sanksi
| administratif PKB dan/atau BBNKB

PENANGANAN - Pengaduan melalul kotak saran

PENGADUAN, - Pengaduan mefalui laman resmi Bapenda
SARAN DAN (www.bapenda.jatengprov.go.id)

MASUKAN - Pengaduan melalul aplikasi Laporgub

|- Pengaduan melalui Media Sosial (Instagram/Twitter/
Facebook)

- Pengaduan melalul caficenterdan whatsagp pada masing-
masing unit kerja




o

" DASAR HUKUM

—
.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang |
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan;

Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomar 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daérah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa
Tengah;

Peraturan Daerah Provins! Jawa Tengah Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nemor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Dasrah Provinsi
Jawa Tengah;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinst
Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur lawa
Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa
Tengah;

Peraturan Gubernur Jawa Tenagah Nomor 81 Tahun 2016
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah,




' SARANA, |- Tempat parkir
PRASARANA - Ruang tunggu
DAN/ATAU - Ruang Aduan
FASILITAS - Ruang Laktasi
- Pojok Baca
- Smooking Area
- Musholla
- Genset
- Arga bermain anak
- Toilet (Pria, Wanita dan Difable)
- Tempat Sampah
- Air Minum
- Wif
- Tempat charger HP
- Kursi Roda
|- Jalan khusus difable
- Media informasi layanan pajak
- Loket pembayaran
- Komputar |
- Printer
- Cash Register
- AC
- TV
- Kursi wajlb pajak
- Mesin antrian
- CCTV
- P3K
- APK
| KOMPETENSI - Pangetahuan tentang Pajak Daerah
PELAKSANA - Pengetahuan tentang SOP Pelayanan Samsat
- Pengetahuan SAMSAT, STNK, TNKB, TCKB, BBNKE,
SWDKCL
- Pengetahuan pelayanan publik
- Pengetahuan dasar-dasar administrasi

PENGAWASAN | Pelaksanaan oleh Kepala UPPD, Kepala Bidang Pajak |
INTERNAL Kendaraan Bermotor dan Kasubsi Kasubid Pelaporan dan
Keberatan Pajak Kendaraan Bermotor




JUMLAH

PELAKSANA | * (emPaU) petugas
12. | JAMINAN - Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan mendapat
PELAYANAN keringanan akan mendapatkan pelayanan pengajuan
pengurangan, keringanan dan pembebasan pokok PKB
serta sanksl administratif PKB dan/atau BBNKB
13. | JAMINAN - Petugas Keamanan
KEAMANAN DAN | - Petugas parkir
KESELAMATAN - CCTV
14. | EVALUASI Evaluasi dilakukar dalam bentuk:
KINERJA - Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
PELAKSANA - Pelaksanaan tindak lanjut hasll SKM

- Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)




B. STANDAR PELAYANAN UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

1. STANDAR PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN

'NO | KOMPONEN
3, PERSYARATAN

2, SISTEM
MEKANISME
DAN
PROSEDUR

URAIAN

1.
2.

3.
4.

6.

. Melampirkan Surat Keterangan Domisill bagi Badan

Pengguna Layanan datang langsung ke UPPD
Pengguna Layanan Mengisi SPOPD (Surat Pendaftaran
Objek Pajzk Daerah) atau form, AP 01

Melampirkan Foto Copy KTP/ Identitas lain yang sah,
Melampirkan Foto Copy akifa Pendirlan atau
keterangan domisili.

Hukum
Melampirkan Surat Kuasa bermateral cukup bagi yang
tidak diurus sendiri

1. Pendataan Objek Pajak Air Permukaan bersama balai

Ly

7.

B.

9.

PSDA Provinsi Jawa Tengah.

. Pendaftaran Objek Pajak bagl yang belum terdaftar
. Pemberkasan,
. Penetapan (perhitungan volume pengambilan air

Permukaan),

. Penerbitan dan penyerahan SKPD PAP paling lambat

setiap tanggal 15 bulan berikutnya masa pajak kepada
WP.

. Penagihan bagi SKPD PAP yang belum dibayar sampal |

dengan jatuh tempo pernbayaran/ 30 hari kerja
terhitung mulal tanggal terbitnya SKPD PAP.
Penerbltan STPD bagi PAP yang terutang kurang
bayar atau penyampaian SPOPD yang tidak terpenubhi.
Pembayaran Pajak ke bendahara penerimaan |
bendahara penerimaan pembantu (BPP).

Penyerahan Tanda Bukti Pembayaran (TBF) kepada
WP

. |
10. Penyetoran ke kas umum daerah selambatnya 1

(satu) hari kerja.




Pelaporan ke Kepala Bapenda Prov Jateng q’:r
bendahara penerimaan
'3, | JANGKA Jangka wakiu penerimaan pembayaran pajak sampa
WAKTU penerbitan TBP maksimal 10 menit
PENYELESAIAN
4. | BIAYA/TARIF | 10% dari Dasar Pengenaan PAP
Denda keterlambatan/ kekurangan bayar sebesar 2%
. dari pokok PAP
5,  PRODUK SKPD PAP (Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Al |
LAYANAN Permukaan)
TBP (Tanda Bukti Pembayaran)
6. | PENANGANAN | 1., Pengaduan melalui kotak saran;
PENGADUAN. | 2 Pengaduan melalul laman resmi Bapenda
SARAN DAN (www.bapenda fatengprov.go.ld);
MASUKAN 3, Pengaduan melalul aplikasi Laporgub dan SP4N;
4. Pengaduan melalui media social (Instagramy/ Twitter/
Faceboak)
5. Pengaduan melalul calicenter dan whatsapp, Pesan
_ . Singkat (SMS),pada masing- masing unit kerja. |
7 DASAR HUKUM | 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak |

Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jawa Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Namor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsl Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinst Jawa
Tengah;

3, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun
2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daarah Provinsl Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun
2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur;




8.

ol

5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengelola Pendpatan Provinsl Jawa Tengah;

6. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Dan Pengelolaan
Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor
973/7854/2011 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan
Pajak Alr Permukaan di Provinsi Jawa Tengah .

| SARANA,
PRASARANA
DAN/ATAL
FASILITAS

| 7. Tempat parkir

8, Tempal tunggu

9. Loket pembayaran

10. Komputer

11,  Jaringan Internet

1Z.  Alat Cetak (printer) SKPD dan TBP.
13.  Perangkat Lunak (Aplikasi) PAP |

KOMPETENSI
PELAKSANA

10.

11.

PENGAWASAN
INTERNAL

- Pegawal Memaham| penghitungan, penetapan dan
tata cara pemungutan PAP,

- Pegawal Menguasai dalam mengoperasionalkan
komputer dan aplikasi/perangkat lunak.

- Pegawal Menguasal penatausahaan keuangan
daerah.

14.  Pegawai Paham pelayanan publik, dan mampu
menyampaikan Informasi secara lengkap, terbuka,
bertangqunag jawab, serta santun kepada pihak yang
memeriukan.

- Pengawasan dilakukan oleh Kepala UPPD, Kepala
Seksl Retibusi Pendapatan Lain dan Penagihan dan
Bendahara Pembantu Penerimaan dengan cara
mengawasl jalannya pelayanan dan melaksanakan
rekonsillasi pendapatan

" JUMLAH
PELAKSANA

12.

JAMINAN
PELAYANAN

Minimal 2 (Dua) Orang Petugas.

| 15, Pemohon yang telah memenuhl persyaratan

pendaftaran akan menjadi Wajib Pajak PAP.

16. WP PAP mendapat SKPD PAP.

17. WP PAP mendapat Tanda Bukti Pembayaran (TBP)
PAP.




‘ Mendapat Informasi, layanan pembayaran dan |

pengaduan PAP.
13. | JAMINAN 18. Petugas Keamanan
KEAMANAN 19. Petugas Parkir
DAN 20. CCTv
KESELAMATAN |
14. | EVALUASI | Evaluasi dilakukan dalam bentuk:
KINERJA 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
PELAKSANA 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM
3. Pelaksanaan Forum Kamunikasi Publik (FKP)




2. STANDAR PELAYANAN RETRIBUSI DAERAH

URAIAN |

NO |  KOMPONEN

; PERSYARATAN
|

2. | SISTEM
MEKANISME DAN
| PROSEDUR

1. Mengisi SPTRD (Surat Pemberitahuan Retribusi

. Foto Copy KTP/identitas lain yang sah,

. Berdasarkan SF'T—RDI Surat Permohonan  atau

. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

- Jatuh tempo pembayaran Retribusi Daerah paling

. Berdasarkan SKRD atau  dokumen lain  yang

. Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan

Daerah) Surat Permohonan atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Jangka waktu pengemballan SPTRD  (Surat
Pemberitahuan Retribusi Daerah) Surat Permohonan
atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat
5 (lima) harl kerja. |

dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan SKRD
(Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokuman |ain
yang dipersamakan.

ditandatangani oleh petugas penetapan.

. Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di tempat

pelayanan Retribusl diberikan.

lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal SKRD atau
dokumen laln yang dipersamakan diterbitkan,

dipersamakan Wajib Retribusi membayar Retribusi
Daerah kepada Bendahara Penerimaan atau
Bendahara Penerimaan Pembantu.

Pembantu membuat TPB (Tanda Bukti Pembayaran)
atau bukti fain yang sah untuk diberikan kepada Wajib
Retribusl.

. Bendahara Penefimaan atau Bendahara Penerimaan

Pembantu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak uang
kas diterima wajlb menyetorkan ke Rekening Kas
Umum Daerah.

Apabila pembayaran Retribusi Daerah dilakukan
setelah lewat waktu yang ditentukan dikenakan denda




2 % (dua per seratus) dengan menerbitkan STRD
(Surat Tagihan Retribusi Daerah).

| JANGKA WAKTU
PENYELESAIAN

Jangka waktu penerimaan pembayaran Retribusi Daerah |
sampal penerbitan TBP maksimal 10 menit.

BIAYA/TARIF

PRODUK LAYANAN

PENANGANAN
PENGADUAN,
SARAN DAN
MASUKAN

'SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)

Ditetapkan dengan peraturan daerah kemudian di tinjau
kembali paling lama 3 tahun dengan peraturan Gubemur.
Tarif Retribusi terahir ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur tentang Tarif Reftribusi Daerah (Pergub 16
Tahun 2022) Denda keterlambatan sebesar 2% dar
pokok Retribusi Daerah.

TBP (Tanda Bukti Pembayaran)

STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah)

1, Pengaduan melalui kotak saran;

2. Pengaduan melalul laman resmi Bapenda
(www.bapenda. jatengprov.go.id);

3. Pengaduan melalul aplikas! Laporgub dah SP4N;

4. Pengaduan melalul media social (fnstagramy/Twitter;
Facebook)

5. Penigaduan melalui caffcenter dan whalsapp, Pesan
Singkat (SMS),pada masing-masing unit kerja,

 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsl Jawa
Tengah, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah |
Tahun 2011 Nomer 1, Tambahan Lermbaran Daerah |
Provinsi Jawa Tengah Nomor 31) sebagaimana telah
diubah beberapa kall terakhir dengan Peraturan
Dagrah Provinsi Jawa Tengah Nomor & Tahun 2019
tentang Perubahsn Kedua atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7,

tambahan Lembaran Daefah Provinsi Jawa Tengah
Nomor Ill},




3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun
2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 55);

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun

2022 tentang Perubahan Tarl Retribusl Daerah

Provinsi Jawa Tengah.

'B.  SARANA, 1. Tempat parkir
PRASARANA 2. Tempat tunggu
DAN/ATAU 3. Loket pembayaran
FASILITAS 4. Komputer
5. Printer
6. Jaringan Internet
'9. | KOMPETENSI 1. Memahami penghitungan, penetapan dan tata cara
PELAKSANA pemungutan Retribusi,
2. Menguasal dalam mengoperasionalkan komputer dan
aplikasi/perangkat lunak.
3. Menguasal penatausahaan keuangan daerah.
4. Memahaml SOP Layanan Retribusi,
10. | PENGAWASAN | Pengawasan dilakukan oleh Kepala UPPD, Kepala Seksi |
INTERNAL Retribusl Pendapatn Lain dan Penagihan dan Bendahara
Pembantu Penerimaan depgan cara mengawasi jalannya
_ _ pelayanan dan melaksanakan rekonslliasi pendapatan
i | i&m&m Minimal 2 (Dua) orang petugas.
12, | JAMINAN 1.Pemohon vyang telah memenuhi persyaratan
PELAYANAN pendaftaran akan menjadl Wajib Retribusl,
2. Wajib Retribusi mendapatkan surat perjanjian.
3. Wajib Retribusi mendapat SKRD.
4. Wajib Retribusl mendapat Tanda Bukti Pembavyaran
(TBP).
5.Mendapat Informasi, layanan pembayaran dan
| pengaduan,
13. | JAMINAN 1. Petugas Keamanan 3
KEAMANAN DAN 2. Petugas parkir
| KESELAMATAN 3. ccrv




| 14. | EVALUAS] Evaluasl dilakukan dalam bentyk:
KINERJA 1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
PELAKSANA 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasll SKM
3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP)




